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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
DALAM PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
PADA WILAYAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

IRAMSY AH NOOR
iramsyahs2(@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang memberikan pelayanan
pernikahan di kecamatan. Dengan adanya aplikasi SIMKAH di KUA, diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan pencatatan nikah di KUA secara cepat, akurat,
murah, dan efektif. Hal tersebut baik dilakukan secara online maupun ofline.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMKAH dan
factor apa saja yang menghambat implementasi Sistem Informasi Manajemen
Nikah tersebut pada KUA yang berada di Kabupaten Malinau. Desain penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian
ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Dalam penelitian ini vanabel implementasi kebijakan yang
digunakan adalah Variabel Donald Van Meter dan Car Van Hom ( 1975 ) yang
meliputi: standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antara organisasi, sumber
daya, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta
disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
SIMKAH di KUA di Kabupaten Malinau belum berjalan dengan maksimal dan
optimal, dengan factor penghambat implementasi yakni Sumber Daya Manusia
yang secara kualitas dan kuantitas masih kurang, sarana dan prasarana pendukung
yang tidak memadai serta sosialisasi , informasi dan komunikasi sangat minim
dilakukan , baik antar KUA dan Seksi Bimas Islam maupun dengan masyarakat
setempat, serta respon dan motivasi pegawai KUA yang kurang .Oleh karenanya
perlu untuk menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas, peningkatan
sarana dan prasarana yang lengkap, serta meningkatkan sosialisast dan informasi
kepada masyarakat di Kabupaten Malinau.

Kata Kunei: Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Nikah , KUA.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT MARRIAGE
INFORMATION SYSTEM
IN MARRIAGE RECORDING SERVICES IN RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE
IN MALINAU REGENCY, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

IRAMSY AH NOOR
iramsyahs2@gmail.com

Post Graduate Programe
Open University

KUA is the spearhead of the Ministry of Religious Affairs providing marriage
services in sub-districts . With the SIMKAH application in KUA, it is expected to
improve the service of marriage registration in KUA quickly, accurately, cheaply
and effectively. It is both online and inline. This study aims to find out how
SIMKAH implementation and what factors are inhibiting the implementation of
the Nikah Management Information System to KUA located in Malinau District.
The research design used is descriptive qualitative with data collection technique
through interview, observation, and documentation. Data analysis in this research
is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. In this
research, the policy implementation variables used are Variable Donald Van
Meter and Car Van Hom (1975) covering: policy standard and target,
communication between organization, resources, characteristic of implementing
agent, social condition, economics and politics and disposition of implementor.
The result of the research shows that the implementation of SIMKAH in KUA in
Malinau District has not run optimally and optimally, with the inhibiting factor of
the implementation of Human Resources which in quality and quantity is still
lacking, inadequate supporting facilities and infrastructure as well as socialization,
information and communication are minimal , both between KUA and Section
Bimas Islam as well as with the local community, as well as the lack of
responsiveness and motivation of KUA employees. Therefore it is necessary to
increase the quality of human resources, improve the complete facilities and
infrastructure, and improve socialization and information to the community in
Malinau District .

Keywords: Implementation, Management Information System Marriage, KUA.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskrifsi Objek Penelitian

Wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai
dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55”
Lintang Utara. Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 kabupaten
yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU
nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah
Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km2
sehingga menjadikan Malinau kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan
Utara. Secara admunistrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu
daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan
UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 yang wilayahnya terletak di bagian
utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau berbatasan langsung
dengan Malaysia-Negara Bagian Serawak di sebelah barat, sebelah utara
dengan Kabupaten Nunukan sebelah timur dengan Kabupaten Tana
Tidung dan Bulungan, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Barat.
Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi
perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian
barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan
puncaknya yaitu Gunung Naga Paratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang.

Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau
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dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut. (BPS Malinau,
2016, Statistik Kabupaten Malinau).

Sedangkan luas Wilayah Kabupaten Malinau diatas jika terbagi kepada per
Kecamatan , maka akan Nampak pada table berikut ini :

Prosentasi Luas Wilayah Kabupaten Malinau Per Kecamatan Tahun 2016

NO | NAMA KECAMATAN | LUAS WILAYAH | PROSENTASI
/KM . 1 %
1 2 3 4
1. Sungai Boh 3.112,18 7,76
2. Kayan Selatan 3.138,59 783
3. Kayan Hulu 735,40 1,83
4 Kayan Hilir 11.863,19 29,59
5 Pujungan 6.539,39 16,31
6. Bahau Hulu 3.098,98 7,73
7 Sungai Tubu 224378 5,60
8 Malinau Selatan Hulu 2.171,14 5,42
9 " Malinau Selatan 1.153.35 2,88
10. Malinau Selatan Hilir 572,20 1,43
11. Mentarang 535,15 1,33
12. Mentarang Hulu 2.924.65 7,30
13. Malinau Utara 1.091,19 2,72
14. Malinau Barat 767,12 1,91
15. Malinau Kota 142,07 0,35
Kabupaten Malinau 40.08,41 »100,00

Tabel 4.1
Wilayah Kabupaten Malinau
Sumber data : Bappeda Kabupaten Malinau Tahun 2017
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10.

Malinau 168 2265 447 - - -
Selatan Hilir
11. | Mentarang 232 5.263 69 - 1 -
12. | Mentarang 15 9.39 2 - - -
Hulu
13. | Malinau 6.203 5.542 1.702 33 3 -
Utara
14. | Malinau 1.490 | 8277 1.027 12 20 -
Barat
15. | Malinau Kota | 16.672 | 6.491 1.013 32 224
| Kabupaten | 25504 | 45.775 | 6396 79 249 | 78.003
Malinau
Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Per agama Kabupaten Malinau tahun 2016
Sumber data : Bappeda Kabupaten Malinau.

Dari gambar atau table diatas, terlibat berapa besar jumlah
penduduk beragama Islam atau Muslim yang akan dilayani KUA
Kecamatan dimana KUA itu berada , karena layanan public yang akan
diberikan adalah manusia dimana yang bersangkutan berdomisili atau
hidup secara langsung berinteraksi dengan manusia lainnya di wilayah
tersebut.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan merupakan garda
terdepan dalam barisan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam
memberikan pelayanan public di masyarakat. Mengapa dikatakan
demikian, karena aparatur negara yang bekerja di KUA kecamatan
bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pelayanan
tersebut diberikan dan sejak insan itu dilahirkan hingga meninggal dunia.
Begitu sentral dan dominannya peran dan akses pelayanan yang diberikan

oleh KUA sehingga KUA disematkan julukan “ Ujung Tombak™ oleh
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Kementerian Agama Republik Indonsia dalam memberikan dan melayani
masyarakat di kecamatan.

KUA vyang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia, telah mengalami beberapa kali perubahan keputusan
diantaranya adalah KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang organisasi
Kantor Urusan Agama kecamatan, kemudian dirubah lagi dengan KMA
Nomor 39 tahun 2012 dan terakhir adalah KMA Nomor 34 tahun 2016 .
Perubahan tersebut tentunya dilakukan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan organisasi dan tuntutan dan perubahan stigma pelayanan di
masyarakat. Diharapkan dengan adanya penyempurnaan keputusan ini
diharapkan akan memberikan dampak dan warna positif dalam pelayanan
di masyarakat . Untuk lebith mengenal KUA Kecamatan yang berada di
Kabupaten Malinau tersebut, penulis akan menyampaikan secara singkat
gambaran KUA-KUA yang berada di Kabupaten Malinau agar dapat lebih
dikenal , dalam gambaran sejarah singkat KUA yang ada-di Kabupaten
Malinau seperti penjelasan dibawah ini.

1. Sejarah Singkat KUA Di Kabupaten Malinau

Kantor KUA Kecamatan Malinau Kota eksis dan berada di
jantung ibukota Kabupaten Malinau. Kantor KUA ini terletak
di Jalan Raja Alam RT. 8 No. 38 Kecamatan Malinau Kota,
_Kabupaten Malinau. Kantor KUA terletak pada tempat strategis
dan ditengah-tengah kota . Kantor KUA 1ni berdekatan dengan
Kantor Camat Kecamatan Malinau Kota dan Kantor Desa

Malinau Kota, sehingga membantu masyarakat dalam
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berurusan secara cepat dan terjangkau serta tidak memakan
waktu jika berurusan di Kantor Camat dan Kantor Desa. KUA
Kecamatan Malinau Kota im didirikan tahun 1980 an dengan
kepala KUAnya waktu itu adalah Hermansyah yang saat ini
telah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Tidung dan saat itu Kabupaten Malinau
masih befrstatus kecamatan Malinau Kota dan belum
dimekarkan menjadi Kabupaten seperti sekarang ini. Seiring
berjalannya wakiu dan pelayanan, maka pada tahun 1999
Kabupaten Induk ( Kabupaten Bulungan ) dimekarkan
menjadi beberapa Kabupaten , diantaranya adalah Kabupaten
Malinau. Sedangkan Kecamatan Malinau Kota menjadi ibukota
Kabupaten Malinau. Dalam perjalanannya , KUA Kecamatan
waktu itu di Jabat oleh Muhajir, S. Ag dan sekaligus sebagai
Plh. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malinau
sebagai Kantor Departemen Agama Persiapan. Setelah itu pada
tahun 2002, maka resmilah terbentuk Kantor Departemen
Agama Kabupaten Malinau dengan Kepala Kantor dijabat oleh
Muhajir, S. Ag. Yang berkantor bersama dengan KUA
Kecamatan Malinau Kota yang terletak di Jalan Raja Alam
Kecamatan Malinau Kota. Dengan berubah statusnya dari
Kecamatan menjadi Kabupaten maka terjadi pula perubahan
dalam pemekaran Kabupaten Malinau yang awalnya dari 5

kecamatan menjadi 9 kecamatan dan hingga 13 kecamatan
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yang saat ini berubah lagi menjadi 15 kecamatan. Seiring
dengan luasnya cakupan pelayanan di KUA kecamatan, maka
didirikanlah beberapa KUA yang ada di Kabupaten Malinau
menjadi 3 KUA untuk dapat menjangkau pelayanan public di
daerah ini, walau itupun masih dirangkap oleh KUA yang ada
dalam melayani Kecamatan yang belum memiliki KUA.
Pendirian KUA dimaksud adalah KUA Kecamatan Mentarang
dan Kecamatan Malinau Utara. |

Sejak pemekaran tersebut, maka terjadi mutasi dan
pergeseran personil organisasi di tubuh Kantor Departemen
Agama dan KUA Kecamatan, walau dengan kondisi SDM
yang terbatas. Secara bergantian mutasi jabatan Kepala KUA
Kecamatan Malinau Kota senantiasa terus berotasi.

Sedangkan KUA Kecamatan Mentarang yang dalam
melayani masyarakat Muslim, selain melayani di kecamatan
mentarang dan sekitarnya , juga memberikan layanan
permikahan di kecamatan lain vyang terdekat dengan
wilayahnya, hal ini dikarenakan Kecamatan tersebut belum
memiliki Kantor KUA dan personilnya. KUA Kecamatan
Mentarang yang berjarak kurang lebih 40 KM dari Ibukota
Kabupaten dengfan kondisi jalan yang kurang baik dapat
ditempuh dengan kendaraan darat sekitar 2 jam perjalanan,
juga dapat ditempuh dengan menggunakan sarana sungat walau

dengan waktu yang agak lama sekitar 4 jam. Seiring dengan
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pergantian waktu pejabat di KUA ini pun beberapa kali
mengalami pergantian pimpinan.

Selanjutnya untuk dapat melayam umat Muslim yang
selama ini di layani dan dirangkap oleh KUA Kecamatan
Malinau Kota, maka didirikanlah KUA Kecamatan Malinau
Utara pada tahun 2011 . KUA mi berada pada Kecamatan
Malinau Utara , Jalan Aki Topan RT. & Komplek Islamik
Centre Kecamatan Malinau Seberang. Kepala KUA yang
pertama dilantik dan diamanhi untuk mengkomandoi KUA ini
adalah H. Kuri Alkan, S. Ag ., dengan beberapa personil
didalamnya diantaranya adalah 2 orang penghulu, tata usaha
dan perangkat lainnya yang memang telah dipersiapkan ketika
akan dibentuk atau didirikan KUA tersebut. Dalam
peljélanannya melayani masyarakat setrempat , KUA ini
mengalami beberapa kali kepindahan kantor, disebabkan lahan
untuk pendirian kantor belum ada disamping itu juga anggaran
pembangunan belum mendapatkan persetujuan, sehingga boleh
dikatakan KUA Malinau Utara ini selalu “ Nomaden “ atau
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walau dengan
menggunakan kantor seadanya dan dengan fasiltas yang kurang
memadai, namun pelayanan public saat itu berjalan dengan
baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat di Kecamatan
Malinau Utara dan sekitarnya, karena saat KUA ini belum ada

mereka berurusan jauh ke Kota dan memakan biaya yang
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cukup lumayan, dengan eksistensi KUA di Kecamatan Malinau
Utara ini kebutuhan mereka akan urusan agama dan pemikahan

sangat terbantu sekali. Seiring pergantian waktu , maka

perubahan pelayanan semakin bertambah baik, dengan
dibangunnya gedung permanen dan refresentatif di KUA
Kecamatan Malinau Utara mni, dengan fasilitas dan sarana yang
memadai didalamnya dan pertambahan personil yang sudah
memadai dalam memberikan pelayanan public kepada
masyarakat diwilayahnya tersebut.

Demikian sekilas sejarah singkat KUA-KUA yang
berada di Kabupaten Malinau, yang hingga kini tetap eksis
dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat
diwilayahnya masing-masing walau dengan pemekaran yang
terus berubah, namun dengan KUA yang masih hanya 3 unit
saja dalam memberikan layanan dalam cakupan wilayah yang-
begitu luas dan heterogen kondisi masyarakat dan adatnya.
Tentunya diperlukan motivasi dan semangat yang kuat dalam
memberikan pelayanan prima dan baik kepada masyarakat,
dibutuhkan inovasi dan kreasi dilapangan dalam membenkan
dan memudahkan berbagai pelayanan dan bantuan kepada
masyarakat disekitarnya, salah satu yang saat ini menjadi trend
dan unggulan hamper disemua lint KUA se Indonesia adalah

dengan menerapkan aplikasi SIMKAH dan telah dirancang dan

buat oleh Pemerintah dalam hal in1 Kementerian Agama
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Republik Indonesia yang hingga saat ini berjumlah kurang
lebih 5384 unit KUA di seluruh Indonesia. Tentunya dengan
SIMKAH dan aplikasi lainnya yang ada di KUA seperti
SIMZAT, SIMMAS, SIWAK, SIMPONI, SIMMTQ ,

SIMPENAIS, dapat memberikan layanan terbaik kepada

masyarakat yang berada di Kabupaten Malinau dengan jumlah

penduduk yang saat ini sekitar 78.003,- jiwa. Dengan jumlah
umat Islam / Mushm sebanyak 25.504 yang berada di beberapa

Kecamatan di Kabupaten Malinau, sedangkan umat Muslim

yang berada di 3 KUA yang memberikan layan public , untuk

Kecamatan Mentarang sebanyak 232 jiwa, Kecamatan Malinau

Kota sebanyak 16.672 jiwa dan Kecamatan Malinau Utara

sebanyak 6.203 jiwa yang beragama Islam.

Selama dalam kurun waktu sebelum dan sesudah
dimekarkannya Kecamatan Malinaﬁ menjadi Kabupaten yakni tahun
1982 dan tahun 1999 setelah Kabupaten Malinau di Mekarkan , dari 3
Kecamatan menjadi 9 kecamatan kemudian 12 kecamatan hingga saat
inimenjadi 15 kecamatan, maka para pejabat di lingkungan
Kementerian Agama ( dahulu Departemen Agama ) telah mengalami
pergantian pejabat dilingkungan KUA | untuk lebih jelasnya para
pejabat dimaksud , bernikut ini peneliti sampaikan nama dan tahun
menjabat, sebagaimana data dalam table berikut imi yakni pejabat yang
telah dan pemah memimpin pada KUA se- Kabupaten Malinau dari

masa ke masa:
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NO | KECAMATAN NAMA Mng KET
1. Fathur Rasyid, S. BA 1982-1986 | Almarhum
H. Sajidin, S. Pd. I 1986-1997
H. S. Hermansyah 1997-2001
Malinau Kota Muhajir, S. Ag 2001-2004
Habib Sentioko 2004-2007
Mushoffa, S. Ag 2007-2009
Iramsyah Noor, S. Ag | 2009-2013
Umar Maya, S. Ag 2013-2017

2. | Malinau Utara | H. Kur Alkan, S. Ag 2012-2017

3. Saleh, S. Ag 1992-1996
H. Sajidin, S. Pd.I 1996-2000

H. Abdul Hamid 2000-2005 Almarhum
Mentarang | Mushoffa, S. Ag 2005-2007

Iramsyah Noor, S. Ag | 2007-2009
Umar Maya, S. Ag 2009-2003
Yusran, S. HI 2013-2017

Tabel 4.4
Pejabat KUA Kecamatan dari masa ke masa
Sumber : Bimas Islam Kemenag Malinau

2. Tufoksi dan Struktur KUA

Sesuai dengan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 517 Tahun 2011 dan Keputusan Menter1 Agama
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 yang
disempurnakan dengan KMA Nomor 34 Tahun 2016 dapat
digambarkan dan diuraikan secara singkat Tugas Pokok dan
Fungsi serta Struktur KUA sebagai berikut :

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melayani
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masyarakat di bidang keagamaan Kantor Urusan Agama
(KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat
Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di
tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian
Agama tingkat Kota/Kabupaten. KUA memﬂiki Tugas Pokok
dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bida.ng urusan agama
Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di
bidang agama di tingkat kecamatan KUA sebagai
perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak
peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat kita ketabui dan
pelayanan yang diberikan KUA, vyaitu: 1) Adminisirasi
(Pendaftaran, Pengesahan dan Pencatanan Nikah dan Rujuk);
2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf; 3) Pémbinaan
Keluarga Sakinah; 4) Pembinaan Kemasjidan; 5) Pembinaan
syariah; 6) Pembinaan Pangan Halal; 7) Pembinaan Zakat; 8)
Pembinaan wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik
Haji 10) dan pembinaan keagamaan lainnya yang dibutubkan

oleh masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi) sesuai KMA
517 tahun 2001 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2, KUA Kecamatan

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagat berikut:
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1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan
nikah dan rujuk.

2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem

informasi manajemen KUA.

3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.

A

. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

b

Pelayanan bimbingan kemasjidan.

Heal

. Pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah, serta

2
1]
%
g
B
g
g
&

ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Dengan tugas fokok dan fungsi diatas, begitu luas dan banyaknya pekerjaan
yang harus ditangani oleh pegawai di Kantor Urusan Agama atau biasa di sebut

KUA kecamatan dimaksud, tentunya dalam memberikan pelayanan public di

tidak personil yang dibutuhkan oleh KUA cukup untuk dapat memberikan layanan

sesual dengan tufoksi dimaksud.

Kemudian secara umum struktur Kantor Urusan Agama atau KUA yang

sebagai berikut :
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Kepala KUA
Fungsional Penghulu
A
A

Kepenghuluan Penyuluhan Petugas Pencatatan Arsif

, Zakat, Keh_larga Administra Nikah, Surat
 wakaf, ibadah Sakinah, si/Tata Dokumenta Menyurat

sosial, fl(;mlf:ildil Usaha/Rum st dan dan

Manasik haji Halal & ah Tangga Pengetikan pembantu

dan umrah KUA Umum

GAMBAR - 4.3

Sumber : KMA Nomor 517 tahun 2011, KMA Nomor 39 Tahun 2012

Jika melihat dari struktur yang ada ini, akan Nampak berapa orang atau

personil Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang diperlukan pada suatu KUA yang

berada di Kecamatan. Apabila melihat realita yang ada di KUA se- Kabupaten

Malinau, maka SDM yang ada sangat kurang sekali dalam memenuhi struktur

yang ada dan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditentukan di KUA

tersebut. Oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal in1 bagian ortala di

Kementerian Agama segera mengambil langkah-langkah strategis dan mendesak

dalam memenuhi dan mengadakan SDM di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Malinau, agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik .

152




43317.pdf

3. Visi dan Misi KUA

organisasi, perusahaan atau lembaga lainnya. Elemen Visi dan
Misi sering digabungkan untuk memberikan pernyataan tujuan,

tujuan dan nilai-nilai organisasi ataupun yang lainnya. Misi

diharapkan.

KUA Merupakan Ujung tombak Kementerian Agama Republik
Indonesia yang juga menjalkankan Visi dan Misi Kementerian
Agama disamping Visi dan Misi yang telah di canangkan dan
di buat oleh KUA dimana KUA itu berdomisili dan beraktifitas.
Sebelum penulis menguraikan Visi dan Misi KUA yang ada di
Kabupaten Malinau terlebih dahulu disampaikan Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau yakni :

Visi : “Terwujudnya masyarakai Kabupaten Malinau
yang taat beragama , rakun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan
batin serta saling menghormati antara sesama pemeluk agama
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Sedangkan misi dapat diuraikan sebagai benkut:
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Misi :
1. Meningkatkan  kualitas  bimbingan  pemahaman,
pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama;
2.  Memperkokoh kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
4. Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji
melalui KUA;
5.  Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional,
bersih dan berwibawa.
Kemudian berikut i1 adalah Visi dan Misi KUA yang ada dan
eksis melayani masyarakat di Kabupaten Malinau ;
a. Visi dan Misi KUA Kecamatan Malinau Kota
Visi : “ Profesional dan unggul dalam pelayanan, bekerja
keras dan amanah, bertanggungjawab, maju dan dinamus,
serta menciptakan toleransi antar umat beragama”.
Misi :

1.  Memberikan pelayanan prima secara professional kepada
masyarakat , dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang
diperlukan, dan mendukung kearah pelayanan prima.

2. Melaksanakan system administrasi yang baik, rapid an

benar.

3. Terwujudnya pelayanan nikah dan rujuk sesuai syar’l dan

perundang-undangan yang berlaku.
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4. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan kearah yang
lebih baik, maju dan dinamis, serta mengoptimalkan terhadap.
pengumpulan dan pemberdayaan Zakat Infak dan Shodagah di
Kecamatan.
5.  Peningkjatan terhadap pemanfaatan tanah wakaf.
6.  Meningkatkan kegiatan ibadah social keagamaan di
masyarakat.
7.  Membertkan dan meklayani pembinaan dan pemantapan
Manasik haji dan umrah.
8. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan instansi
pemerintah di kecamatan ( Lintas Sektoral ) guna memperkokoh
kerukunan dan toleransi antar umat beragama.
Kemudian Visi dan Misi KUA Kecamatan Malinau Utara dapat
diuraikan sebagai berikut :
b.  Visi dan Misi KUA Kecamatan Malinau Utara
Visi yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Malinau
Utara adalah : “ Terwuyjudnya pelayanan prima serta
kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.
Sedangkan Misi nya adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada
masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rjuk

berbasis teknologi.
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Meningkatkan kualitas pembinaanb kemasjidan,
zakat, wakaf dan ibadah social.
Memberdayakan peran lembaga dakwah.
Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi

antar sektoral.

Sedangkan Visi dan Misi yahg diterapkan oleh KUA

kecamatan Mentarang adalah sebagai berikut :

VISI:

masyarakat berakhlakul karimah “.

MISK:

1. Meningkatkan kualitas sdm.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana.

3. Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan,
keluarga sakinah, kemitraan umat, produk hé_l.a_l,
ibadah sosial, dan hisab rukyat.

4. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang
kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umroh.

5. Meningkatkan koordinasi antar sekioral dan hntas

sektoral.

Oleh karena itu untuk mencapai Visi dan Mist diatas
maka diperlukan juga arah sasaran, program
pendukun dan langkah-langkah yang diperlukan

yakni:
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Sasaran :

*

*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terpenuhinya semua kebutuhan peningkatan sarana
dan prasarana

Terlaksananya Peningkatan kualitas pelayanan di

bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemiiraan
umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab nukyat.
Terlayaninya kebutuhan informasi di  bidang
kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umroh.
Meningkatnya Koordmasi dan konsolidasi antar

sektoral dan lintas sektoral.

Kemudian diperlukan program yang jelas untuk

mencapai dan mendukung visi dan musi tersebut

diantaranya adalah sebagai benkut :

*

Mengadakan. pembinaan yang berkesinambungan
baik IQ, EQ, dan SQ.

Komitmen terhadap peraturan yang berlaku.
Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana
yang ada

Adanya kerjasama yang baik antar sektor dan lintas
sektoral.

Mengevaluasi semua program yang telah

dilaksanakan oleh KUA kecamatan.
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4. Sumber Daya Manusia di KUA
Sumber daya manusia memegang peranan yang penting dan sangat
menentukan dalam memberikan pelayanan public dalam organisasi manapun
termasuk juga di KUA yang ada di Kabupaten Malinau. Adapun kekuatan dan

Sumber daya Manusia yang ada di KUA se- Kabupaten Malinau dapat dilihat

pada table berikut ini :
No Unit Organisasi/ Kepala Penyuluh | Staf
Satuan Kerja KUA Penghulu Agama | lainnya
1 2 3 4 5 6
1 KUA Malmau Kota 1 1 1 1
2 | KUA Malinau Utara 1 2 - 4
3 | KUA Mentarang 1 1 - -
Jumlah 3 4 1 5
Tabel 4.5

Sumber Daya Manusia pada KUA di Kabupaten Maalinau
Sumber : Kemenag dan KUA Kecamatan

Jika melihat fakta dan data tentang Sumber Daya Manusia yang
dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dibandingkan dengan
Struktur KUA yang harus dipenuhi dan pelayanan yang begitu variatif dan
beban kerja yang lumayan tinggi, maka SDM yang ada tidak mencukupi dan
bahkan sangat kurang dalam memberikan pélayanan pada masyarakat, namun
demikian kekurangan personil dan SDM tersebut, bukan alasan untuk tidak
dapat memberikan pelayan kepada masyarakat secara baik dan maksimal,
walau dilapangan banyak factor dan persoalan yang juga ikut mewarnai dan

membumbui perjalanan dalam memberikan pelayanan dimaksud, diperlukan
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kerja keras, kerja ikhlas , motivasi yang tinggi, kreasi dan inovasi yang terus
menerus , kerja sama seluruh pegawai dan jajaran di KUA . Disamping itu
pula perlu perhatian dan spirit dan atasan langsung KUA maupun pimpinan
dan jajaran lainnya yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinan dan Provinsi Kalimantan Utara, terutama dalam kebijakan,
pengalokasian dana operasional, pengadaan sarana dan prasarana KUA yang
memadai dan lain sebagainya. Dengan kontribusi semua pihak diharapkan
pelayanan di KUA dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana yang diinginkan
semua pihak.
B. Sistem Informasi Manajemen Nikah ( SIMKAH )

1. Pengertian SIMKAH

komputer berbasis windows , aplikasi SIMKAH ini di rancang dan
dipergunakan untuk mengumpulkan data-data nikah dar seluruh Kantor
Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “online”,
di kantor wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut
berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuar dengan
berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan
data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penangannya lebih mudah

apalagl melalui swatu program yang memadai. ( Aris Setiawan, 2014:6)
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diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan
menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana
alam dan sebagainya.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang
dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program
ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang
lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang konvensional. (
Aris Setiawan, 2014:7)

2.  Sejarah dan Perkembangan SIMKAH

Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan
administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang
telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan
Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhimya
SIMKAH. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur
penilaian dalam pemilihan KUA teladan nasional tahun 2013. Kemudian
kedepannya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam
(SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana
Program Pemeﬁntah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam,
pusat hingga daerah.

Jumlah KUA yang berkisar sekitar 5382 sebagai pelayanan
administrasi nikah harus berbasis IT. Budaya manual masih menjadi

andalan dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi
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dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan teknologi informasi bagi
peningkatan layanan publik sudah tidak bisa dihindari. Ketika semua
instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT,
sepertl imigrasi, kepolisian, kependudukan, termasuk pendaftaran anak-
anak sekolah, maka KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
Bimas Islam tidak bisa menghindar lagi.

pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP
Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA
Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Keputusan Direktur
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DI.II/1142 Tahun 2013
Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika
memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya
aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor
DJ.1/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam
proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah, dan pendafiaran peristiwa

nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan

SIMKAH dilakukan oleh operator vang bertugas sendiri. Dimana bagi
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o3

sebagian KUA yang memiliki SDM dan fasilitas memadai penggunaan
SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien namun
berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang
memadai adanya SIMKAH menjadikan KUA tersebut kurang optimal
dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang moderen dan
berbasis IT. (Thobib Al-Asyhar : SIMKAH dalam hitp://

Bimasislam. Kemenag.go.id) ) SIMKAH memang kebijakan strategis

Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui

Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah
dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan
palayanan administrasi  berbasis teknologi semakin menguat.
Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi
Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah
Rujuk) dan SIKUA, dan akhimya SIMKAH.

Dengan adanya SIMKAH, meskipun perjalanan sejarahnya penuh
dengan onak dan duri, kini SIMKAH telah mewabah secara nasional dan
mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan
SIMK AH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemilihan
KUA Teladan Nasional Tahun 2013 yang lalu. Bahkan tahun 2015,

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang

di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana Program
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Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat
hingga Daerah.

Muncul sebuah keraguan sebagian orang, apakah SIMKAH akan
benar-benar terealisasi dengan baik di seluruh KUA yang berjumlah
5382 sebagai pelayanan administrasi nikah berbasis IT? Perianyaan
tersebut muncul seiring dengan problematika mil di lapangan. Perfama,
jumlah KUA yang begitu banyak dan tersebar di seluruh pelosok
nusaptara akan menemui kendala serius menyangkut ketersediaan dan
skill SDM, persebaran wilayah nusantara yang begitu luas, dan sarana
prasarana yang belum memadai. Kedua, budaya kerja berbasis IT yang
belum merata di level pimpman di daerah, baik Kemenag Provinsi,
Kemenag Kabupaten/Kota, maupun KUA it sendiri. Bahkan sebagian
dant mereka tidak mengerti dan tidak dapat mengoperasikan komputer
sebagai pendukung kerja. Budaya manual masih menjadi andalan dalam
Jika melihat dari banyaknya kelemahan pada KUA, rasanya pertanyaan
iim benar adanya. Namun, perkembangan teknologi informasi yang
dahsyat harus pula disikapi dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan
teknologi informasi bagi peningkatan layanan publik sudah tidak bisa
dihindari. Ketika semua instansi pemerintah pemberi layanan publik
telah menggun_akan IT, seperti imigrasi, kepolisian, kependudukan,
termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, maka KUA sébagaj Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam tidak bisa menghindar lagi.
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Jika pertanyaannya pada “bagaimana cara”, itu soal kebijakan ke depan
yang saat ini sudah dirancang.

Pelayanan KUA menjadi lebih meningkat dengan penggunaan
SIMKAH, maka ini .menjadi poin penting bagi Bimas Islam, bahkan
Kementerian Agama secara umum. Namun, pelayanan administrasi
tanpa mampu memberikan data yang lengkap. secara real-time yang bisa
diakses dan dijadikan rujukan sebagai dasar pengambilan kebijakan
dalam pengembangan KUA yéng dibutubkan Ditjen Bimas Islam akan
menjadi timpang,

Contoh nyata yang sangat dibutubkan adalah berapa jumlah
peristiwa nikah di setiap KUA seluruh Indonesia yang sering dijadikan
dasar dalam banyak kebijakan Ditjen Bimas Islam? Selain itu,
bagaimana dengan ketersediaan buku mkah di KUA seluruh Indonesia
yang pemah heboh tahun lalu karena kurangnya kontrol? Artinya,
SIMKAH sebagal media pela);anan administrasi nikah di KUA harus
berkorelasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada
publik dan Bimas Islam, serta kemampuan sebagai media pendaftaran
administrasi nikah secara online ke depan untuk mempermudah bagi
masyarakat. Dengan demikian, SIMKAH telah menjadi agenda besar
Bimas Jslam, bagaimana KUA menjadikannya sebagai media layanan
administrasi nikah yang handal. Jika banyak KUA yang memiliki
berbagai kekurangan, bukan berarti harus berhenti pada sebuah
pertanyaan. SIMKAH yang dibangun dengan berbasis offline dan online

saat ini merupakan cara efektif menanggulang: berbagai kekurangan dan
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kelemahan KUA. Bagi KUA yang belum memiliki jaringan internet,
maka SIMKAH dapat digunakan untuk layanan langsung dan
penyimpanan data yang sangat efektif. Sementara, bagi yang telah
memiliki jaringan internet dapat langsung online dan mengirimkan
datanya ke server Bimas Islam Pusat. Hal lain jika KUA nya belum
tersentuh oleh jaringan listrik, meskipun di beberapa tempat telah ada
genset sebagai pendukungnya. Sebagaimana telah dikatakan diatas
bahwa jumlah 5.382 KUA, dua pertiganya telah tersentuh oleh jaringan
internet. Artinya, sekitar 4.000 KUA ditargetkan bisa onfine dalam
waktu dekat. Sisanya, sekitar 1.382 KUA dapat menyusul pertumbuban
layanan IT secara onling, maka ini menjadi sebuah kekuatan dahsyat
bagi pengelolaan data dan informasi bagi Bimas Islam. Seiring dengan
ity, data-data keagamaan lain, seperti perwakafan, rumah ibadah
(masjid-mushalla), peta dakwah, dan sebagainya pun akan dapat dikelola
dengan baik. Keterbatasan dan kekurangan selalu ada pada setiap sudut
kehidupan. Demikian juga SIMKAH. Sebagai sebuah hasil kreasi, dari
waktu ke waktu akan terus dikembangkan sehingga SIMKAH menjadi
aplikasi andalan yang dapat mendorong bagi terciptanya tata kelola
pemerintah yang baik dan bersih Dengan SIMKAH, maka efisiensi
SDM, anggaran, dan waktu menjadi benar-benar terwujud. Apalagi jika
kerja sama sistem antar aplikasi dalam SIMBI, seperti SIMAS, SIWAK,
dan nanti SIM-PENAIS segera terwujud dengan satu Login. Artinya,

layanan publik di KUA bukan hanya SIMKAH, tetapi layanan aplikasi
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SIMBI yang terintegrasi dengan sistem “One Klick™ sehingga lebih
mudah, cepat, dan lengkap dalam pengoperasiannya So, keberhasilan
pengelolaan SIMKAH akan menjadi barometer keberhasilan
penyelenggaraan layanan publik di Bimas Ié.lam, dan Kementerian

Agama secara umum. ( Thobib Al- Asyar, 2014).
3. SIMKAH dan Pelayanan Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar supaya terlindungi
hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan,
terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari
pencatatan perkawinan sebagaimana yang ditulis oleh Wahyu
Eraningsih, S.H., M. Hum, dalam Arps://www.google.com/search?q=
Jurnal Tesis “ Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-
Undang Tentang Perkawinan .bahwa perkawinan yang dicatat ity

memberikan manfaat don kegunaan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan
perkawinan bagi suami maupun istri.

2. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan
dilahirkan.

3. Mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

4. Mengurus tunjangan-tunjangan bagi PN,S_,. TNI, POLRI,
BUMD dan BUMN dan karyawan swasta lainnya.

5. Mengurus warisan.
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Kemudian jika perkawinan itu tidak dicatatkan , maka banyak
mudharat yang akan ditimbulkan, sebagaimana Jurnal ilmiah tentang
Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam oleh Oyoh
Bariah, M. Ag dalam https://www.goagle.com/search?q= Jurnal Tesis “
Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, dikatakan
bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan banyak
kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain
yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut. Dengan pertimbangan
ini, maka persyaratan yundis formal seperti kewajiban mencatat
perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan -karena akan membawa
manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan
keturunannya kelak.Prosnsip pencatatan perkawinan itu justru akan
mengatkan tegaknya syariat Islam dan apabila tidak dilaksanakan , maka
perkawinan terséb,ut akan fasid. Terkait dengan hal tersebut, Fatwa MUI
tahun 2016 yang dikutif oleh KH. Khalil Ridwan mengatakan masalah
nikah dibawah tangan sudah diputuskan ijma komisi fatwa, bahwa nmkah
dibawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan
syarat yang ditetapkan dalam figih( hukum Islam), namun tanpa
pencatatan resmi diinstansi berwenang sebagaimana diatur dalam
perundang-undangan . Hukumnya syah namun jika ada mudharatnya
maka menjadi haram. Perkawinan yang tidak dicatakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka akan membawa kemudharatan kepada

pihak-pihak yang melakukannya dan keturunannya.
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Dalam hal pemikahan yang tidak tercatat ini dan adanya berbagai
pemalsuan identitas dalam perkawinan, Inspektur Jenderal Kementerian
Agama M. Jasin mengatakan bahwa kasus pemalsuam buku nikah dan
akta cerai di Indonesia bukan merupakan hal baru, pada tahun 2013
menurut beliau, Kementerian Agama menemukan buku nikah palsu dan
akan dikirim ke luar negeni ( www. Tempo.com, Selasa, 2 Juni 2015).
Masalah tersebut tentu berkaitan juga dengan perkawinan yang tidak
dicatatkan ( sirri ) di Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin juga menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan
pemalsuan buku nikah akan dikenakan sanksi pidana (www. Tempo.com,
Kamis, 4 Juni 2015 ). Dalam hal ini pencatatan pemikahan secara akurat
sangat berperan dalam mensosialisasikan penekanan angka nikah yang
fidak dicatatkan yang banyak terjadi dan menekan bere&amya pemalsuan
buku nikah Tentunya dengan persoalan ini, maka dengan kehadiran
SIMK AH akan meminimilisir praktek tidak‘ terpuji tersebut.

| Seiring dengan perkembangan jaman dan era digital, maka
pencatatan perkawinan pun semakin baik dan modem. Dalam hal ini di
KUA telah diterapkan aplikasi yang mencatatkan perkawinan dengan

cara digitalisasi dan modern yakni SIMKAH. Sebagaimana dikutip

dalam Jurnal tesis htips://svww.google.convsearch?q=Jurnal Tesis ¢
Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan
Sawahan Kota Surabava . bahwa pada tahun 2013 dikeluarkanlah
Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal

03 April 2013, Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen
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Nikah (SIMKAH ) pada Kantor Urusan Agama. Hal ini merupakan
inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama
dalam menangani pernikahan. Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan
akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
pemmikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa
permnikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa
dilakukan untuk melangsungkan pemnikahan kedua dan seterusnya,
sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan
bangsa bisa tejaga dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) merupakan aplikasi sistem informasi yang dapat
memberikan sentuban langsung kepada masyarakat. Aplikasi ini hadir
sebagai imbas arus globalisasi dimana perkembangan teknologi
berkembang dengan sangat pesat.

Penyeragaman data diperlukan karena dibarapkan data dapat lebih
efektif dan efisien sehingga penangannya lebih mudah apalagi melatui
suatu program yang memadai. Diperlukannya Backup Data adalah upaya
untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang
dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya Program SIMKAH ini
adalah salah satu program Aplikasi yang dapat digunakan dan khusus
dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan
aman selain teknik backup yang konvensional.

Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan

teknik internet disediakan cara yang efektif mentransfer data secara
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manual ke Kantor Kemenag Kabupaten / Kota. Namun untuk snatu
Kabupaten / Kota penggunaan mtemnet harus digunakan sebagai pemacu
kemajuan informasi. Data-data di Kantor Kemenag secara periodik/
online.

Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di
secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dan dibuat kesimpulan.

Setelah selesai menginstall Program SIMKAH, maka Kanwil
Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai prasarana yang
canggih namun demikian peningkatan SDM sabagal unjung tombak
kemajuan amat sangat diperlukan.

Program SIMKAH mi dirancang agar dapat digunakan dengan
mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan
untuk yang terbiasa dengan komputer.

Kemudian Kemampuan utama dan Program SIMKAH in1 adalah
mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan
Bimas Islam melalui Internet sehingga Murah dan efektif SIMKAH
akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputerisasi
semua pelayanan yang ada di KUA , selain tiu program SIMKAH ini

secara garis besar adalah :

1. Menambah Data, Mengedit, Menghapus data Nikah secara

mudah.

170




S

9.

43317.pdf

Menginm Data secara On-line (internet) secara mudah tetapi
Jjuga bisa secara Off-line yaitu melalui Disket, CD atan Flash

disk.

Cara Input Data yang Sederhana namun fleksibel.

Program dapat Mengecek Nomor Porporasi dan Nomer Seri
Ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
berbagai kemungkinan

Tersedianya beberapa Laporan Standar yang dapat dihasilkan,
pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai

dengan yang ginkan Laporan lainya dapat dibuat sesuai

dengan keinginan lewat transfer ke Excel

disimpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.

. Penginman data dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) ke

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dan Bimas Islam dapat dilakukan
dengan sekali kirim (via internet).

Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan Online

berdasar berbagai kemungkinan.
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4. Tujuan dan Manfaat SIMKAH

Sistem database menurut Tata Sutabri adalah dirancang dan
dibangun dengan orintasi para pemakai, artinya sistem database tersebut
ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemakainya.
Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah
digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak
pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimkan
kerangkapan data (Sutabri, 2005).

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Gardon B. Davis yang mengungkapkan bahwa
sistem informasi manajemen adalah istilah yang umum dikenal orang
terhadap sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk
menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan
pengambilan  keputusan dalam  sebuah  organisasi.  Sistem
inimenggunakan perangkat keras (hardware) dan pe-rangkat lunak
(software)  komputer, produser pedoman, model manajemen dan
keputusan sebuah database (Davis, 2002).

Menurut (Setiawan, 2010) Tujuan diadakannya SIMKAH yaitu :
1. Membangun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan
teknolog! yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen
dan eksekutif.
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara

KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat
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4. Meningkatkan pelayanan serta p.enyajian data yang cepat dan
akurat

5. Meningkatkan pengendalian, pengawasan serta pelayanan bagi
publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan
akurat.

6. Meminimalisir praktik pemalsuan indentitas dalam sebush
pernikahan. (Setiawan, 2010)

Selain itu tujuan lainnya dari penerapan SIMK AH ini adalah

Selain tujuan, SIMKAH juga memiliki manfaat diantaranya :

1. Membangun infrastuktur database dengan memanfaatkan

teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan

eksekutif.

2. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara
KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat; kita bisa bertukar
informasi antar KUA yang sudah online data SIMKAH nya dan
SIMKAH Bimas Islam Pusat, baik mengenai data Akta Nikah,
Buku Nikah, dIl.

3. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah
pelayanan, pengendalian dan pengawasan; dengan SIMKAH
semua pekerjaan menjadi  mudah, cukup dengan
menginput/entry data pengantin di icon pendaftaran nikah
maka seluruh data tentang pemeriksaan nikah (model NB),
Akta Nikah (model N) dan buku nikah langsung terisi secara

otomatis dan yang lebih menggembirakan model NB, model N
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dan buku nikah bisa kita cetak sehingga pekerjaan kita menjadi
lebih cepa, mudah, efektif dan efisien.

4. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang
lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data pengantin tersimpan di
komputer sehingga suatu saat kalau ada masyarakat yang
membutuhkan informasi kita cukup. membukan data yang
tersimpan di komputer.

/fkua-gedebage. blogspot. com/2011/09/simkah-solusi-

pemodeman-pencatatan.html)
C. Hasil Penelitian danr Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak dan garda
terdepan Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang dan
urusan keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Rl
vang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor
Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten. KUA memiliki Tugas
Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan agama Islam dan
kecamatan KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama
memilik baﬁyak peran yang sangat krusial dan bersentuhan langsung

dengan masyarakat yang berada di kecamatan. Peran tersebut dapat kita

ketahui dan pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Admuinistrasi
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(Pendafitaran, Pengesahan dan Pencatanan Nikah dan Rujuk); 2)
Pendaflaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Pembinaan Keluarga
Sakinah; 4) Pembinaan Kemasjidan; 5) Pembin_aan syariah; 6) Pembinaan
Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat; 8) Pembinaan wakaf, 9)

Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji dan umrah.

Dari sekian banyak peran di bidang pembangunan keagamaan
tersebut, fungsi atau peran paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini
adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanaI UU No.1
tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun
1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk
hukum im ditunjang dengan peraturan-peraturan di tingkat menteri yang
menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait administrasi perkawinan, yang
kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat

kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.

Dalam hal pencatatan perkawinan ini, merupakan kewajiban negara
dalam hal im' KUA yang memiliki power dan kekuasaan yang diberikan
negara untuk mencatatkan setiap peristiwa pernikahan yang dilaksanakan.
Pencatatan perkawinan pada prinsipnya adalah hak dasar atau hajjiyah

hitps://www.google.com/search?q=Jurnal tesis “ Kewajiban Pencatatan

Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekiensi
Yuridisnya. Bahwa pencatatan perkawinan dianggapsebagai salah satu

solusi terhadap kondisi saat ini Pencatatan perkawinan merupakan upaya
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perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak
keluarga seperti hak waris, nafkah lahiriyah, dan lain sebagainya.
Berangkat dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai
salah satu bentuk pembaharaan hukum ( reformasi hukum ) keluarga yang
dilakukan oleh negara Islam.Pencatatan perkawinan merupakan suatu
bentuk pembaharuan hukum manusia ( Human law ). Yang mengatur
hubungan manusia dalam masyarakat.( Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi
, 2007:66). Jika dalam muamallah atan jual beli, dalam Al-Qur’an secara
jelas memerintahkan, namun dalam hal pencatatan pernikahan hal tersebut
tidak dijelaskan secara jelas dan gamplang pada masa awal Islam dijaman
Rasulullah. Ada beberapa penyebab factor tidak dibahasnya hal itu
dijaman tersebut, diantatanya adalah adanya larangan Rasulullah saat itu
untuk tidak menulis sesuatu selain Al-Qur’an sebagai bentuk pendekatan
pemahaman teologi normative terhadap Al-Qur’an( Amir Nuruddin, 2004 :

121)

Peran KUA di bidang pencatatan perkawinan ini, beberapa tahun
belakangan mendapat sorotan dani banyak pthak. Hal ini terutama tekait
dengan besaran biaya administrasi perkawinan yang harus dibayarkan oleh
para calon pengantin (catin), yang jumlahnya varatif antara satu catin
dengan catin yang lain. Besaran biaya fakiual yang dikeluarkan
masyarakat untuk membayar petugas KUA saat melakukan pencatatan
perkawinan bervariasi, mulai darni Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.

1.000.000,-. {Pushitbang Kehdupan Keagamaan. 2008). hal im

sebagaimana yang telah penulis singgung pada Bab 1 terdahulu
176




43317.pdf

Penerimaan uang tersebut oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai bentuk
pratifikasi berdasarkan peraturan yang mengatur Gratifikasi, yaitu Pasal
12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap
pratifikasi kepada pegawal negeri atau penyelenggara nepara dianggap
pemberian suap, apabila bethubungan dengan jabatannya dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah
telah mengupayakan payung hukum yang jelas dan transparan dalam biaya
pembayaran secara digital dan langsung dari yang bersangkutan kepada
kas negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP sehingga
pihak KUA dalam hal ini tidak menerima uang atau biaya nikah secara
kontan tetapi langsung disetor calon pengantin langsung ke kas negara
tersebut. Dengan menggunakan aplikasi SIMKAH ini, maka gratifikasi
maupun kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum KUA dalam

setiap peristiwa pernikahan dapat dicegah dan diminimilisir atau bahkan

bagaimana implementasi SIMKAH tersebut yang telah berjalan beberapa
tahun ini, di Kabupaten Malinau Untuk lebih jelasnya apa saja hasil yang
akan tergambar dari beberapa variabel atau model yang digunakan penulis
yakni implementasi kebijakan yang dipergunakan oleh Van Meter dan Van

Horn sebagaimana pembahasan berikut ini :
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Menumnit pasal 1 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-

9 Tahun 1975 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Indonesia ditegaskan
bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dicatat oleh
pihak KUA maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap,
yang bersangkutan diantaranya :Tidak mendapat perlindungan hukum,
sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor

1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991.

o Ditolak berperkara tentang masalah nikah, talak, rujuk, hadhanah,
iddah, harta gono-hini dan harta waris di Pengadilan Agama karena
perkawinan tidak dapat dibuktikan.

o Jika anda seorang istr, sewaktu- waktu anda dapat diceraikan
suami anda, dan suami anda sewaktu-waktu dapat berpoligami,
bahkan dapat mengingkari perkawinan dan anak- anak hasil
perkawinan tersebut, sedangkan istri tidak memiliki kekuatan
hukom untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan
Agama

o Anda akan mendapat kesulitan melakukan pengurusan
-administrasi kependudukan, kesulitan mencari pekerjaan.

o Anda tidak mendapat berbagai hak sebagai PNS seperti tunjangan

istri dan anak jika anda seorang PNS atau tunjangan kesehatan

dan uang makan jika anda seorang karyawan swasta.
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¢ Sewaktu- waktu anda dapat dituduh sebagai pasangan mesum dan

anda tidak dapat membuktikan kesahan perkawinan anda

dengan pelayanan dan pencatatan pernikahan yang terjadi di KUA, dari
pencatatan dan pelayanan pernikahan secara manual dan konvensional
maupun menggunakan Aplikasi SIMBI yang didalamnya termasuk
penggunaan SIMKAH. Aplikasi SIMKAH ini sebepamya sudah mulai

dipergunakan sejak tahun 2011 oleh beberapa KUA yang ada di Indonesia,

terkait babkan dan Kementerian Agama sendiri, barulah pada tahun 2013,
melalui Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj. 1 / 369 tahun 2013,
KUA Kecamatan di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 5382,
walaupun pada kenyataanya dilapangan tidak semua KUA sudah dapat

menerapkan aplikasi SIMKAH ini secara online , sebagian besar hanya

mampu menerapkan dan ada juga yang masih belum bisa menerapkan
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aplikasi SIMKAH mi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan Malinan Kota sebagai berikut :

“Saya selaku Kepala KUA sangat bersyukur dengan telah adanya aplikasi
SIMKAH ini, yang secara perlahan dan pasti harus dan bahkan wajib
dipergunakan dan diterapkan oleh seluruh KUA di Indonesia, termasuk
Juga kami yang berada di ujung perbatasan Indonesia ini. Hal ini sesuai
dengan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor
DJ.11/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) pada KUA . Memang sudah eranya saat ini
menggunakan digital dan teknologi modern. Dengan adanya aplikasi
SIMKAH ini, menjadikan pekerjaan kami di KUA menjadi lebih mudah,
cepat, akurat dan efektif serta efiesien, Sehingga kebijakan dari
Kementerian Agama Pusat dalam membangun system inl sangat tepat dan
baik. Untuk saat ini khususnya kami yang berada di KUA Kecamatan
Malinau Kota sudah dapat menerapkan aplikasi ini dengan baik sesuai
dengan sosialisasi yang diberikan dan. ilmu yang Kami terima saat studi
banding ke KUA lainnya beberapa tahun silam yang telah lebih dahulu
menjalankan dan menggunakan aplikasi SIMKAH ini.( Wawancara
dengan Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota pada hari Rabu, 12 Juli
2017).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan

Malinau Utara yakni Bapak H. Kurni Alkan, S. Ag diruang kerjanya beliau
mengatakan bahwa :

“ Saya rasa,.. Kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian Agama
Pusat, dalam hal ini melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam atau
Bimas Islam sangat tepar. Karena sudah tidak joman don masanya lagi
pelayanan public itu terus menerus jalan ditempat dan tidak mengikuti
perkembangan jaman. Aplikasi SIMKAH ini menurut Saya sangat bagus
diterapkan di KUA, Saya berharap agar semua sector dan linl yang
berada di Kementerian Agama , khususnya di Bimas Islam Kabupaten
Malinau dapat meningkatkan sarana dan perhatian lebih lagi kepada
masyarakat dengan lebih baik dan prima lagi.Saya menyakini,
kedepannya masih banyak lagi aplikasi semacam ini yang terus
dikembangkan , seperti yang dikelola Bimas Islam saat ini yakni
SIMZAT, SIWAK,SIMPONI, dan lain sebagainya.Yah harapan kita
bersama begitlah pak . ((( Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan
Malinau Kota pada hari Rabuy, 12 Juli 2017).
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Dari informasi yang didapat diatas melalui wawancara terhadap
Kepala KUA, baik Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota dan Utara

maupun Kecamatan Mentarang, terdapat perbedaan yang menyolok dalam

untuk membantu pihak KUA dalam proses memudahkan dan memanjakan
para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA
maupun diluar KUA, dengan demikian hal itu jika diterapkan dan
diaplikasikan di KUA yang memiliki peristiwa nikahnhya lamayan banyak
boleh dikatakan dapat bermanfaat dan berguna, namun sebaliknya jika
boleh dikatakan hgampir tidak ada peristiwa nikahnya setiap bulan seperti
yang dikatakan Bapak Yusran, S. HI selaku Kepala KUA Kecamatan
Mentarang, maka aplikasi ini menjadi kurang bermanfaat.

Kemudian selain dari tanggapan beragam dari para kepala KUA
tersebut diatas, bagaimana dengan tanggapan dan ulasan para operator di
KUA dan juga atasan langsung Kepala KUA berkenaan dengan aplikasi
SIMKAH ini , berikut ini hasil wawancara peneliti kepada mereka sebagai

berikut :

“ Menjawab apa yang Bapak anyakan, pertanyaan Bapak, terhadap.
implementasi atau penerapan Aplikasi SIMKAH ini di KUA, Saya selaku
operator sangat bersyukur sekali, bagaimana tidak, jika sebelum adanya
SIMKAH ini, begitu banyak dan ridak efektifiya  dalam
pengadministrasian atau pembukuan yang dilakukan dalam hampir
setiap hari pernikahan, baik pencatatannya maupun keamanan arsif
tersebut, belum lagi dalam status yang akan menikah sangat sulit
dideteksi, apakah yang bersangkutan berstatus perjaka atau duda dan
begitu juga perawan atau janda, namun dengan adanya Aplikasi ini,
Kami merasa terbantu, tidak begitu lama untuk Kami memeriksa berkas,
Kami sudah mengetahui status calon pengantin tersebut, bahkan dalam
pencetakan buku atau akta nikah pun, kami tidak perlu lagi menulis
dengan tulisan tangan, tetapi secara otomalis datanya sudah terketik
rapi sesuai dengan formulir model N yang telah disiapkan dan Kami isi.
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stansi terkait ataupun juga masyarakat yang dilayani. Eksistensi sarana
ini, tentunya akan memberikan warna dan nilai' lebih kepada semua
Strata social dan stake holder terkair. Kedepannya tentu Kementerian
Agama, dalam hal ini Bimas Islam, akan mempergunakan Aplikasi ini
dengan melakukan MOU dengan pihak Dinas Dukcapil, Kecamatan dan
Desa dalam satu Aplikasi bersama, dimana server dari SIMKAH ini
akan terkoneksi dengan pihak lain atau pihak ketiga, sebagai contoh
adalah pihak Dinas Dukcapil, misalnya ketika dilakukan pengecekan
NIK KTP calon pengantin, maka secara otomatis disana akon terbaca
Status yang bersangkutan, sudah nikah apa belum, sudah kawin apa
belum, sehingga akan mencegah yang bersangkutan dalam pernikahan
kedua dan seterusnya secara tidak resmi atau berpoligami namun tidak
sesuai dengan aturan yang ada.Dengan demikian, begitu banyak
manfaat dari kebijakan dari Kementerian Agama dalam inovasi Aplikasi
SIMKAH ini dalam memberikan pelayanan. terbaik dan prima kepada
semua sector dan jajaran terkait. Kami berharap , temtu ada kelemahan
yang terdapat pada Aplikasi ini, sehingga kedepannya terus akan
disempurnakan menjadi lebih baik lagi{ .{ Wawancara dengan Kepala
Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Malinau, pada
tanggal 18 Juli 2017).

Begitu urgen dan merupakan kebutuhan vital bagi KUA untuk
menggunakan SIMKAH ini, schingga Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama khususnya bidang Bimas Islam sangat
memperhatikan eksistensi.dari SIMKAH ini, agar terus tetap eksis dan
bertambah maju dan modern dalam pengelolaan Aplikasi berbasis digital
di bidang lain seperti urusan haji dengan mempergunakan SISKOHAT,
Bidang pendidikan Islam dengan aplikasi unggulannya EMIS dan
SIMPATIKA, begitu juga dengan Bidang Tata Usaha menggunakan
aplikasi EMPA . di Pemerintah Daerah pun menggunakan Aplikasi
SIMDA, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita pahami bersama

bahwa diera digitalisasi dan kemzijuan teknologt informasi ini merupakan
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nilai tambah dan harus mampu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk
kepentingan strata sogial di masyarakat.

Kemudian dengan telah terbangunnya dukungan teknis dan
aplikasi yang boleh dikatakan modem ini, akan mendorong dan
mempermudah layanan bagi masyarakat, oleh karena itu peningkatan
pelayanan diharapkan dapat meningkat dan jalur birokrasi dapat dipangkas

dan diputus lebih singkat lagi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan

- baik dan terpuaskan. Dengan aplikasi SIMKAH ini vang telah dibuat dan

dirancang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini
Dirjen Bimas Islam Pusat, menjadikan pelayanan semakin bertambah
mudah, real time dan online, serta kedepannya akan dilaksanakan MOU
calon pengantin atau masyarakat dalam pelayanan perikahan ini dan
urusan lainnya Dengan penerapan atan implementasi SIMKAH ini,
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dapat dipangkas dan diperpendek
jatur dan birokrasinya serta tidak berbelit-belit.

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan
atan pun pendafiaran nikah, dengan penerapan Aplikasi SIMKAH ini
diharapkan terjadi peningkatan manajemen pencatatan dan pelayanan
nikah semakin baik, murah, cepat dan akurat, jelas , terarah serta optimal.

Dalam penerapan dan pembuatan SOP dijajaran Kementerian
Agama atau dalam hal ini KUA sebagai pelayan pencatatan pernikahan
dan urusan keagamaan lainnya, maka SOP dipandang sangat penting

sebagal avuan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada
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Dengan adanya SOP yang mudah dan jelas, tentunya akan
membantu masyarakat dalam menyelesaikan persyaratan ataupun maksud
dari jalur SOP tersebut. Hampir setiap atau semua organisasi atau
perkantoran maupun kantor pelayanan lainnya ada menerapkan SOP, hal
ini tentunya agar setiap layanan itu terarah dan jelas sehingga semua pithak
dapat melaksanakan dan menjadikan SOP it salah satu pedoman selain
mungkin ada beberapa syarat tambahan lain yang harus dipenuhi.
Sehingga dengan adanya SOP vang telah disepakati bersama dan telah
dipedomani bersama diharapkan kedepannya kualitas pelayanan bisa
efektif, efisien dan berkualitas.

Berkenaan dengan SOP yang juga dijalankan atau diterapkan
beberapa KUA di Kabupaten Malinau ini, lebih khusus yang berhubungan
dengan pelayanan pencatatan pernikahan dan sejenisnya , bernkut i
peneliti sampaikan hasil wawancara dengan para Kepala KUA maupun -
petugas pelayanan yang ada di KUA yang tentu berhubungan dengan
SIMK AH, sebagaimana yang di.samp_aikan oleh Kepala KUA Kecamatan
Malinau Kota bahwa :

“Ya betul, memang dalam memberikan layanaon pernikahan kami
menerapkan SOP yang juga tentu sudah mendapatkan persetujuan dari
pihak dilingkungan Kementerian Agama dan pihak KUA, seperti yang
Bapak lihat itu ada di dinding KUA Komi, selain bentuk wlisan SOP
dikertas, juga ada banner yang diberikan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, pada prinsifnya SOP
yang Kami buat dengan SOP dari Kanwil Kementerian Agama lersebut
tidak jauh beda, substansi dan maksudnya sama saja. .( Wawancara

dengan Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota pada hari Rabu, 12 Juli
2017).
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Dengan demikian semua KUA memiliki apa yang dinamakan SOP,
dengan harapan SOP tersebut dapat memberikan layanan, bukan saja
masalah pernikahan, tetapi beberapa layanan lainnya yang menjadi tufoksi
KUA yang ada di Kabupaten Malinau, namun yang menjadi pokus penulis
hanya pada SOP pada pernikahaan saja sesuai dengan judul tesis yang
peneliti angkat.

Pada kesempatan yang berbeda, peneliti juga melakukan
wawancara terhadap calon pengantin  yang akan mendaftarkan
pernikahannya di Kantor KUA Malinau Kota, bagaimana tanggapannya
tentang SOP yang diterapkan di KUA Malinan Kota ini, sebagai berikut :

“Sejak pendaftaran awal Kami datang ke Kantor KUA untuk
menanyakan apa saja persyaratan yang harus Kami penuhi, dari pihak
KUA dengan pelayanan yang baik memberikan Kami beberapa lembar
kertas yang saya lihat ternyata kertas itu berupa formulir kosong yang
harus Kami isi, karena didalamnya menyangkut data-data calon
pengantin dan data keluarga Kami berdua. Dari alur Masalah

persyaratan dan prosedur yang Kami tanyakan kepada pihak KUA
menurut Kami tidak begitu menyulitkan, yang penting kelengkapan yang

sudah cukup baik prosedur dan pelayanan yang diterapkan oleh pihak
KUA seperti apa namanya yang dicetak didinding itu kata orang
spanduk kah yah seperti ituloh, bagus bagus lagi jelas tulisannya.(
Wawancara dengan calon pengantin pria, Daniel fajar Bin Yamin, Juli
2017 ).

Dari beberapa uraian diatas dalam hal standar dan Sasaran
Kebnakan, tentu harus pula ditopang dan ditunjang oleh factor dan sarana
lain. Apabila SOP yang telah disusun dan dirancang dengan baik
berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dilayani dengan pengalaman

dan dukungan sarana aplikasi vang baik dan dengan teknologi yang

mumpuni dan sesuai dengan jamannya, alangkah lebih sempurnanya lagi
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apabila kedua kom[onen diatas ditambah dan disempumakan dengan
sarana lain yang juga sangat menentukan yakni “ sumber Daya Manusia “

nya yang menggerakkan, mendorong maupun menjalankan kedua unsur

citakan bersama, sesuai dengan harapan bersama pula.

b). Sumber Daya

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan perlu adanya berbagai
dukungan apakah itu dukungan sumberdaya manusia (human resousces),
sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method
sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi
kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan. bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan
dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan vang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai
sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dengan demikian
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maka sumber daya sebagai sarana yang digunakan untuk mendukung dan
mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan oleh organisasi.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Islam, dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang terdapat di KUA-
KUA di Kabupaten Malinau diharapkan akan mampn dan dapat dengan
baitk mengimplementasikan Aplikasi SIMKAH yang telah dirancang dan
dibuat untuk memberikan layanan public dalam pencatatan administrasi
dibidang pemikahan di KUA-KUA di Kabupaten Malinau.

Kemudian untuk lebih mengetahui mengenai bagaimana sumber
daya manusia yang berada di KUA-KUA di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinan , Kepala Seksi Bimbingan Islam
pada saat wawancara menjelasakan bahwa sumber daya dalam mendukung
penerapan SIMKAH yang eksis atan berada di KUA-KUA dapat disimak
sebagai berikut

“Ya , betul itu, saya setuju bahwa yang namanya sumber daya manusia
merupakan sumber daya organisasi yang paling penting dibanding
berbagai sumber daya organisasi lainnya, seperti modal, peralatan,
teknologi, dan sebagainya. Sumber daya manusia dikatakan paling
penting bagi organisasi karena hanya sumber daya manusia yang
mampu menggerakkan sumber daya organisgsi lainnya, sehingga
kegiatan suatu organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dengan kata Inin tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan kegialan
operasional organisasi. Sumber daya wmanusia yang mampu
menggerakkan berbagai sumber daya organisasi adalah sumber daya
manusia yang berkualitas baik. Hal ini dapat diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan, study banding dan kegiatan mendukung
peningkatan kualitas lainnya. Kualitas dan kemampuan pegawai juga
sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, motivasi kerja, etos kerja,
kemampuan fisik. Dengan demikian, pengembangan sumber daya
manusia sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam turut
mewujudkan berhasilnya suatu organisasi dalam memberikan pelayanan
public.( Wawancara dengan Kasi Bimas Islam, 21 Juli 2017).
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Demikian keterangan yang diberikan oleh Kasi Bimas Islam
Kementerian Agama Kabupaten Malinau dalam atau masalah sumber
daya manusia. Kemudian juga peneliti menanyakan bagaimanakah kondisi
sumberdaya manusia yang ada dan eksis melayani masyarakat atau public
di KUA-KUA yang berada di Kabupaten Malinau , berikut hasil
wawancara yang peneliti lakukan kepada atasan langs_nhg KUA' yang ada
di Kabupaten Malinau sebagai berikut :

“ Ya, terima kasih aras pertanyaan saudara, dalam hal bagaimana
keadaan Sumber Daya Manusia yang saat ini melayani masyarakat di
KUA-KUA  di  Kabupaten  Malinau  dalam upaya  untuk
mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan dari atasan. Dalam suatu
organisasi yang bergerak dibidang pelkayanan public seperti KUA ini,
pelayanan tersebut tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa
adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kualitas don
kuantitas yang memadai. Kualitas sumber daya manusia berkaitan
dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, motivasi, etos kerja, dan
kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah
sumber daya manusia apakah sudah memadai apa belum. sumberdaya
manusia sangat menentukan ferhadap capaian keberhasilan dari suatu
implemeniast yong divencanakan, sebab tanpa sumber daya manusia
maka akan menghambat dan mempengaruhi implementasi yang sudah
dibangun.Dalam hal sumber daya manusia yang berada di KUA tersebut
berikur akan saya rincikan yakni :

Jumlah Kepala KUA se- Kabupaten Malinau sebanyak 3 orang yakni
Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota dijabat oleh H. Umar Maya, S.
Ag, Kepala KUA Kecamatan Malinau Utara saat ini diamanahkan
kepada H. Kuri Alkan, S. Ag yang telah menjabat selama 6 tahun,
sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mentarang dalam kurun waktu 3
tahun ini di Jabat oleh. Yusran, S. HI.

Sedangkan Penghulu baik yang fungsional maupun non fungsional saat
ini berjumlah 4 orang yakni : Yusran, S. HI ( sekaligus merangkap
S. Ag ( KUA Kecamatan Mentarang ), Solahuddin Al- Ayyuby, S. HI dan
Arbain, S. HI { KUA Kecamatan Malinau Utara).

orang termasuk pegawan tidak tetap atau honorer.

Selain itu juga sumber daya manusia lainnya yang dimiliki KUA adalah
Penyuluh Agama Islam PNS yang berjumlah 1 orang, sedangkan yang
Non PNS sebanyak 24 orang. Tentunya jumlah SDM tersebut diatas
tidak sesuai dengan struktur organisasi maupun kebutuhan dilapangan
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cukup miris juga sih, namun mau diapai lagi, inilah kondisi yang harus
Kami hadapi... jadi terhadap. pelayanan kepada masyarakat di Malinau
kota ini, tentu berpengaruh pak, apalagi jika waktu tertentu yang orang
bilang musim nikoh, maaf bukan saja ada musim bunh, musim nikah
rupanya ada juga biasanya itu terjadi setelah lebaran idul fitri dan
lebaran haji dan musim pada bulan lainnya juga, nah, kalo sudah begini
kita dibuatya sibuk dan ekstra bekerja, namun untungnya kita sudah
memiliki aplikasi yang namanya SIMKAH, sehingga dapat terbantu jjuga
pak, pekerjaan menjadi ringkas dan cepat. ( Wawancara dengan kepala
KUA Kecamatan Malingu Kota, 31 Juli 2017 ).

menambahkan juga berkenaan dengan SDM ini :

“ Betul itu pak, .. SDM yang ada di KUA ini sangat minim sekali,

tenaga kontrak atau honor, karena memang alokasinya tidak ada dan
aturan itu juga tidak boleh oleh atasan Kami, mau menggaji pake apa
nanti orang tersebut. Namun bagaimana pun, Kami tetap harus melayani
dan mengabdi kepada negara, karena itu sudah janji dan sumpah Kami
sebagai PNS, syukur nya juga pak, dengan adanya aplikasi SIMKAH
dalam kurun waktu 4 tahunan ini, pekerjaan Kami cukup terbantu dan
menjadi ringkas, jadi ada penghematan tenaga dan waktulah pak, kalo
tidak ada SIMKAH ini, waduh, berat juga pak, strees deh Kami.( Staf
dan Operator Simkah, Juli 2017 )

Kemudian bagaimana dengan tanggapan KUA lainnya tentang
minimnya SDM yang dimiliki, berikut ini tanggapan dari KUA Malinau
Utara :

“ Terima kasih pak memang betul bahwa SDM yang ada di KUA
Malinau Utara ini dirasa kurang, namun tidak sekurang KUA lain, di
Malinau Utara ini, ummat Muslim yang dilayani lebih banyak dari
kecamatan lain, karena disini mayoritas umatnya muslim, jodi tentunya
aktifitas dan rutinitas keagamaan itu juga lebih padat selain
pernikahan. Untungnya  personil yang Kami miliki  sudah bisa
menghandel dan membakup setiap kegiatan yang diminta oleh
masyarakat disini, walau jumlah Kami sedikit banyak dari KUA lainnya,
namun kendala Kami disini, sarana prasarana yang masih kurang,
rermasuk juga aplikasi SIMKAH disini belum bisa dimaksimalkan, sudah
beberapa 1ahun ini terjadi kerusakan, sehingga pencetakan buku nikah
hanya melalui penulisan tangan, tidak dicetak di printer SIMKAH,
semoga kedepannya ada perhatian dari atasan Kami untuk segera
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menggantikan sarana dimaksud Kami kira begitu pak , tanggapan Kami.

Dalam hal SDM mi, bertolak belakang dengan KUA kecamatran
Mentarang, sebagaimana pendapat dan tanggapan behau :

“ Memang betul pak, Bapak bisa melihat sendiri kan, kondisi kantor dan
SDM yang Kami miliki, saat ini Kami hanya berdua saja, walau secara
administrasi di kantor KUA ini, Kami berdua, namun terkadang Kami
harus ke Kota juga, karena Kami juga sekaligus penghuiu di Mplinau
Kota, namun syulurnya karena jumlah umat Muslim disini sedikit dan
minoritas, walau dengan jumiah Komi hanya berdua saja, beban yang
Kami emban tidak begitu berat, aktifitas keagamaanatau masyarakat
yang akan menikah disini sangat ferbatas sekali dalam sebulannya,
bahkan terkadang tidak ada, sehingga tidak memusingkan Kami dalam

aktifitas agama Ininnya saja, seperti majelis taklim, sholat jumatdan
kegiaton hari besar islam lainmya sajo. Dan juga untuk sarana
perkantoran juga Kami tidak begitu dipusingkan, namun yang
disayngkan,  peralatan SIMKAH, baik printer dan CPUnya
sertaperangkat lainnya menjadi menganggur atau tidak terpake.(
Wawancara dengan Kepala KUA Kecamaton Mentarang, 4 Agustus
2017 ).

Kita memahami bersama bahwa Sumber Daya Manusia (SDM)
adalah salah satu faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk
serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk
kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus
oleh manusia. Jadi, manusia merupakan fakior strategis dalam semua
kegiatan institusi/organisasi. Sumber Daya adalah Segala sesuatu yg dpt
kebutuhan manusia.

Disamping itu manusia adalah merupakan suatu sumber daya yang

penting, Karena manusia (tenaga, pikiran, waktu) dapat dimanfaatkan

untuk memenuhi manusia lain (melaksanakan program kegiatan organisasi

guna mencapai tujuan organisasi). Sumberdaya manusia sebagai
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implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian
implementasi  kebijakan publik Namun antara SDM dan dalam
menjalankan implementasi dilapangan tentunya banyak hal yang ikut juga
mewarnai dan mempengaruhi kebijakan dan peran SDM dimaksud.
c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi dan Koordinasi memiliki peranan yang penting guna
mensinergikan setiap aktivitas dalam suatu implementasi . Dalam banyak
program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan
pertu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan
komunikasi dan koordmasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan
kerjasama  antar instansi bagi  keberhasilan suatu  program
tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari
sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan
dengan tujuan serta sasarannya komunikasi memegang peranan penting
bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan
tujuan kebjjakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh
ini terhadap vanabel dependen ditengahi oleh variabel independen
lain Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara
yang standar dan tyjuan komumikasi untuk pelaksana dan sejauh mana
standars dan tjuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari
komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan
berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat

(policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy
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pelaku kebiyjakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah,
kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan
dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa

b@lj.aian dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Ada tiga hal dimensi yang penting pada Komunikasi dalam suatu
implementasi kebyakan yaitu : tranformasi informasi (transimisi),
kejelasan informasi (clarif) dan konsistensi informasi (conmsistency).
Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya
disampatkan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok
sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar
informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari
kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun
konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus
konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan,
kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Komunikasi begitu sangat pentingnya dalam suatu organisasi,
karena tanpa ada komunmikasi dua arah yang begitu intens dan
berkelanjutan, maka dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan
akan mengalami kesulitan dan kegagalan dalam menyampaikan sesuat
persoalan yang penting. Dengan komunikasi yang baik dan berkelanjutan,

maka akan menimbulkan hasil yang diharapkan bersama.
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Kemudian dalam hal komunikasi untuk mengimplementasikan
suatu kebijakan, tentunya harus didukung oleh berbagai pihak dan ihstansi
terkait, sehingga kebijakan public tersbut dapat berjalan sebagaaimana
mestinya. Dalam hal ini , misalnya kebijakan untuk menerapkan aplikasi
SIMKAH di KUA pada Kabupaten Malinau, walaupun aturan dan
keputusan dari yang berwenang telah disampaikan, namun jika tidak
dikomunikasikan dengan baik, maka akan memutus informasi atan
keputusan yang telah dikeluarkan. Hal int sebagaimana disampaikan oleh
Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Malinau :

“ Sebenarnya begini yah pak, untuk penerapan aplikasi SIMKAH itu
sudah jauh hari disampaikan oleh Kami kepada para Kepala KUA dan
Operator, bahkan Kami sudah membawa mereka untuk studi banding ke
tempat yang telah lebih dulu untuk menerapkan aplikasi SIMKAH ini,
namun setelah beberapa waktu berjalan, ternyata mereka belum juga
secara aktif menjalankan atau mengimplementasikan SIMKAH itu,
padahal peralatan atau sarana telah Kami sediakan, dalam kenyataanya
mereka masih menunggu arahan dan tindakan lebih lanjut dalam
mengoperasikan sarana tersebut, ternyata ada hal yang fidak
dikomunikasikan dengan baik, - sehingga terjadi saling menunggu
diantara kedua belah pihak.Hal ini terjadi karena kurang baiknya
komunikasi dilapangan sehingga dapar mengganggu pelayanan dan
kebijakan yang telah dibuat. Boleh Kami katakana bahwa komunikasi
begitu amat pentingnya dalam situasi dan kondsi apapun.( Wawancara
dengan Kasi Bimas Islam, 3 Agustus 2017).

Bagaimana tanggapan dari pihak KUA yang merupakan pihak
yang melaksanakan SIMKAH ini, apakah sejauh ini sudah mendapat
perintah atau surat untuk menjalaﬁkan aplikasi ini dalam memberikan
layanan kepada masyarakat, berikut jawaban Kepala KUA yang ada di
Kabupaten Malinau :

“ Begini pak, Saya disini sebagai kepala KUA Kecamatan Malinau Kota
awal tahun 2014, sedangkan sepengetahuan Saya, SIMKAH ini sudah

disampaikan untuk diterapkan tahun 2013 semenjak Saya masih di KUA
Mentarang, sehingga Saya rasa himbauan atau perintah penerapan ini
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yang. jelas kepada para calon pengantin perihal apa saja yang harus
dilengkapi atan dibawa pada saat berurusan di Kantor KUA, sehingga
tidak terjadi kesalahpahaman maupun kekecewaan kedua belah pihak .
Dengan demikian diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik
diantara para pihak, sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,
atan yang bisa memunculkan persoalan barm. Dengan telah dipasangnya
persyaratan pernikahan yang jelas di papan pengumuman di KUA,
sehingga masyarakat sudah paham dan mengerti untuk melengkapi berkas
dimaksud. Pihak KUA hanya akan menjelaskan apabila ada pertanyaan
yang diajukan calon pengantin atau pihak keluarganya.
d). Karakieristik Agen Pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri
badan/instansi pelaksana kebijakan Hal ini sangat penting karena lsi.r.l.cxja.
implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-
cint yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup
struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi
dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi
suatu program.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta
sesuai dengan para agen pelaksananya Selain itu, cakupan atau luas

wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala

199




43317.pdf

hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi

kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Dengan demikian, maka dalam hal pelayanan public ini, tentu

banyak agen atau unsur yang terlibat didalamnya, begitu pula ada nilai

income atau pendapatan untuk negara yang tidak kecil, semakin banyak

mendapatkan pendapatan non pajak atau yang dikenal dengan Pendapatan
Negara Bukan Pajak ( PNBP ). Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam

proses tegadinya suatu pernikahan di KUA tentu ada keterkaitan dengan

“ Memang betul itu pak dalam suatu proses pernikahan hingga
pernikahon itu selesai, disini memang banyak pihak-pihak yang turut serta
didalamnya baik langsung maupun tidak langsung, misalnya saja dalam
pengurusan berkas pernikahan, secara procedural it dimulai dari tingkat
terendah yakni dimana dia tinggal atau berdomisili yalmi Ketua RT,
setelah mendapaticon berkas dari RT, tentunya calon pengantin akan
mengurus berkas ke Kantor Desa setempat, Ilanjut ke Kecamatan atau
Kantor Comat, seteloh semua berkos dinyatalkan lengkap, maka yang
bersangkutan kembali lagi ke kantor KUA, dari sini saja sudah dapat
dilihat bahwa sudoh ada 4 instansi yong berbeda yang turut serta ikut
dalam melayani masyarakat.( Wawancara dengan Kepala KUA Malinau
Kota, 3 Agustus 2017 ).

“Dalam hal yang terlibat dalam pernikahan ini, Kami kira banyak pak,
ada beberapa institusi yang terkait dan memegang peran dalam proses
pernikahan tersebut, tarohlah , missal dia mau nikah, tentu syaratnya
harus punya KIP, nah disini sudnh harus berhubungan dengan Dinas
Dukcapil, sebelumnya tentu yang bersangkutan sudoh berurusan di level
dibawahnya yakni Kecamatan, desa dan RT. Tentu ini belum selesai,
masih banyak tempat yang mesti dia datangi, hingga urusannya
selesai.Jadi pak, untuk urusan mi saja, sudah banyak unsur yang ikut
berperan didalamnya dan memang masalah pernikahan ini mendapatkan
perhatian serius dari negara dan masyarakat dan pemerhati atau
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kelompok strata social lainnya.( Wawancara dengan Kepala KUA
Kecamatan Malinau Utara, 4 Agustus 2017 ).

Lebih lanjut Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinav juga membernikan komentarnya tentang persoalan pernikahan ini
berkaitan dengan keterlibatan dan karakteristik agen pelaksana :

“ Betul sekali Pak, memang dalam urusan dan proses pernikahan dan
pelayanan public kepada masyarakat bersanghutan dengan pernikahan
ini, banyak sekali pihak-pihak yang “ ikut bermain™ didalamnya, termasuk
pula stakeholder yang memegang peran serta , dari posisi pelayan yang
terendah, hkatakanlah Ketua RT, hingga yang paling tinggi yakni
Presiden., baik yang secara longsung maupun langsung, baik yang
mendapatkan keuntungan finansial maupun jasa dan  gaji. Begitu
heterogennya yang ikut mewarnai dalam hal pernikahan ini, sehingga
paying hukum dan kebijakannya pun sudah jelas dan kuat pula. Coba saja
dibayangkan jika persoalan pernikahan tidak ditangani dengan baik dan
dilindungi oleh hukum dan aturan yang kuat dan ketat, tentu negara akan
menanggung konsekuensi dan dampak yong luor biasa, bahkan di
masyarakat sendiri, akan menimbulkan permasalahan yang heterogen
pula.Jadi memang persoalan pernikahan harus mendapatkan perhatian
serius kita semua, serta ditangani dengan manajemen dan professional
yang tinggi pula, disinilah pemeringtah serius dalam membuatkan payung
hukum dan peraturan serta dengan memikirkan secara baik pelayanan
didalamnya, salah satu didalamnya adalah dengan menggunakon aplikasi
SIMKAH atau kedepannya dengan aplikasi yang lebih canggih dan

dengan kasi Bimas Islam, 7 Agustus 2017 ).

Dengan demikian, kebijakan bukan hanya mengenai apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga apa yang
menyebabkan atau yang mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul.
Kebijakan lahir untuk memecahkan masalah atan isu yang berkembang di
masyarakat, sehingga dapat diketahui pengaruh dan dampaknya dari
kebijakan tersebut. Demikian halnya dengan kebijakan lahirnya aplikasi
SIMKAH ini, tentu mempunyai tujuan untuk memberikan solusi positif

bagi semua pihak, dari level terendah hingga yang tertinggi. Semua strata
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e). Kondisi sosial, ekonomi dan politik

perbedaan kondisi social ekonomi antar warga, baik di lingkungan

luas perbedazan mencakup berbagai aspek kehidupan, misainya ada orang
kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan ada orang yang tidak
berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang yang tidak
dibormati. Kondisi cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan kekuasaannya ( Politik ), dan
peranan yang dimiliki orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status
atan kondisi cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang
datam hubungannya dengan orang latn berdasarkan snatu ukuran tertentu.
Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi
yang mencakup tingkat pendidikan, prestise atau kekuasaan.

Kondisi adalah keadaan atan kedudukan seseorang. Sedangkan

diinginkan dalam suatu lembaga, organisasi, dan semacamnya Dapat
disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi politik adalah keadaan
segi sosial dan ekonomi serta politik. Hal ini ditentukan oleh banyak hal
yang mempengaruhi seperti tngkat pendidikan, pekerjaan dan

penghasilan.
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Sosial ekonomi politik adalah posisi seseorang dalam masyarakat
berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya,
kekuasaan dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan
sumber daya dan daerah kekuasaannya. Posisi seseorang dalam tatanan
masyarakat akan selalu berbeda-beda. Kadang-kadang seseorang akan
mepempati kedudukan yang lebih tinggi dan yang lainnya menempati
kedudukan yang rendah. Perbedaan yang mencolok inilah yang akan

menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat.

Secara sederhana stratifikasi sosial dapat terjadi karena ada sesuatu

kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan kodratnya manusia dilahirkan
memiliki kedudukan yang sama dan sederajainya, akan tetapi sesua
dengan kenyataan setiap manusia yang menjadi warga suatu masyarakat,

senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peran.

Kondisi social, ekonomi dan politik seseorang maupun kelompok,
dalam kehidupan bermasyarakat tenta akan berpengaruh tethadap. sikap
dan tingkah laku dalam interaksi social . Jika kita menghubungkannya
dengan pelayanan public khususnya persoalan pernikahan, maka status
social, ekonomi dan politik ini, juga berpengaruh terhadap suatu
pelayanan. Bukan saja di kantor KUA, namun bisa jadi disektor , institusi,
lembaga dan tempat lainnya. Status tersebut tentu memiliki peran dan
pengaruh didalamitya. Dalamm hal permikakah, apakah status kondisi

ekonomi, social dan politik im, akan mempengaruhi dan mewarnai
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perisiwa pernikahan dan pelayanan di KUA Kecamatan, berikut ini kita
simak wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten
Malinau seperti yang diungkapkan oleh H. Kuri Alkan dan Arbain, S. HI
sebagai berikut :

“ Saya kira kondisi perekonomian dan social maupun politik ada
pengaruhnya terhadap suatu pernikahan atau peristiwa nikah tersebut,
narun  sifamya tidak wurlak, karena pernikahon it nidak honya
ditentukan oleh ekonomi seseorang dan status social saja, banyak factor
dan sector yang turut berperan didalamnya, termasuk pendidikan dan
Ppergaulan serta yang lainaya”. { Wawancara dengan H. Kuri Alkan, S.
Ag, 4 Agustus 2017 )

Hal senada juga disampaikan oleh penghulu Malinau Utara Atbain, S. HI

mempengaruhi terhadap pernikahan di KUA, namun bukan factor
dominan, karena di Malinau Utara ini kalau Saya lihat, banyak calon
pengantin. yang ekonominya lemah dan sedang saja, tewipi telah
melangsungkan pernikahan, status sosialnya juga biasa saja , apalagi
status politiknya tidak ada sama sekali, karena hubungan statusnya sudah
cocok dan menganggap dirirya sudah dewasa, sehingga mereka prm
melangsungkan pernikahan” ( Wawancara dengan Arbain, S. HI, 8
Agustus 2017 ). ‘

Walau juga factor ekonomi dan social ikut berperan sebagaimana yang
disampaikan oleh penghulu lainnya di Mentarang

“ Kalau disini pak, masalah status social dan ekonomi selain factor
agama, menjadi pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan, karena
didaerah Kami ni kebanyakan umat muslimmya bariyak juga keturunan
muallaf dan kehidupan ekonominya pas-pasan, sehingga jika ada seorang
pria yang akan melamar, maka kondisi ekonomi juga menjadi perhatian
dan pertimbangan, disaimping soal perasaan juga sih pak.”( Wawancara
dengan Ilham, S. Ag , Juli 2017 ).

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa
kondisi ekonomi, social dan politik, tidak berperan besar dalam suatu

pernikahan, walan pasti masih ada pertimbangan dan keinginan semua

orang, jika mau berumah tangga harus memiliki kemapanan ekonomi,
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status social yang baik dan memiliki kemampuan dan kekuasaan pada
masyarakat setempat.
1). Disposisi Implementor

Disposisi Implementor atau di sebut juga sikap para pelaksana.
Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan
dan cara melihat pengaruh kebijakan itu tethadap kepentingan-kepentingan
organisasinya dan  kepentingan-kepentingan pribadinya.  disposisi
implementasi kebijakan diawali penyanngan (befilfered) lebih dahulu
kebijjakan itu dilaksanakan Terdapat tiga macam elemen respon yapg
dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan
suatu kebijakan, antara lain terdini dari pertama, pengetahuan {cognition),
pemahaman dan pendalaman {(comprehension and understanding)
terhadap kebyakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral
atan menolak (acceptance, ﬁeutraﬁly and rejection), dan ketiga, intensitas
terhadap kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana
kebyjakan sangat mempengaruhi  keberhasilan  atan  kegagalan
implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasi formulasi warga setempat
yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan,
Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin
para pengambil keputusan tidak mengetahi babkan 12k mampu

menyentuh  kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus

diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap
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kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan
pribadmya  Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana
(implementors) dapat mempengaruhi pelaksana {performance) kebijakan.
Kurangnya ataw terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa

menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Begitu pula dengan persoalan Sistem Informasi Manajemen Nikah
vang telah di buat oleh Kementerian Agama Pusat, tentunya dengan
maksud baik aplikasi itu di adakan, akan tetapi jika tidak didukung oleh
pelaksana dilapangan , thaka akan menimbulkan kesia-sia an atan mubazit
aplikasi dimaksud dibuat. Proses panjang dibuatmya aplikasi diera
digitalisasi ini, tentu untok memudahkan dan membantu para pelaksana
dilapangan dan masyarakat yang akan dilayani. Dengan aplikasi SIMKAH
ini, pelayanan yang awalhya bisa makan waktu berhari-hari dapat
dipersingkat menjadi hitungan jam. Biasanya dengan biaya yang mahal,
dengan aplikasi ini bisa dihemat. Pembuatan dan penulisan buku nikah
yang lambat dan kurang rapi, dengan adanya SIMKAH ini maka hasilnya
menjadi lain, pencatatannya rapid an langsung di cetak pada buku nikah
tersebut. Dengan demikian bahwa Aplikasi SIMKAH yang ada tentunya
akan mempengaruhi layanan yang ada, akan memberikan dampak dan
bekas bagi para pelaksana dilapangan.

Berkenaan dengan variabel disposisi implementer ini, berbagai

tanggapan dari para pelaksana layanan public dilapangan beraneka ragam

207.




43317.pdf

dalam memberikan tanggapan atau komentarnya yang di terangkum dalam

hasil wawancara berikut ini :

“ Menurut Saya,.. dalam hal sikap Saya selaku yang meneruskan hasil
kebijakan atasan Saya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabuputen Malinau, sebagal perpanjangan tungan Kementerian Agama.
Pusat , memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi
aplikasi SIMKAH ini untuk dapat dijalankan atau diaplikasikan pada
Jajaran dibawah Soya yakni KUA Kecamatin, karena menurul Saya,
begiutu pentingnya aplikasi ini, sehingga harus serius di berdayakan di
KUA, tentu Saya berharap juga kepada KUA secara loyal dan
bersemangat wntuk mensosialisasikan dan menerapkan hal ini kepada
masyarakat ... selama ini Saya perhatikan jika ke KUA, memang belum
sesuai dengan kehendak yang diinginkan, ini menjadi evaluasi Saya
kedeparviya nanti, kalay kita kurang serius dan memiliki tekad yang kuat
melaksanakan ini, hasilnya Saya kira kurang bagus juga, jika respon
yang dimiliki tidak baik, tentu hasil yang diharapkan juga akan kurang
baik, Saya kira demikian dapa yang dapat Saya berikan perihal
pertanyaan yang diberikan ... “(Kasi Bimas Islam, 15 Agustus 2017 ).

Bagaimana kah tanggapan yang lain yang diberikan oleh pihak
KUA di lapangan menanggapi persoalan seperti ini dilapangan, seperti

jawaban yang diberikan oleh Kepata KUA Kecamatan Malinan Kota :

“ Kami selaku pelaksana kebijakan dilapangan tentu merasa juga
memiliki tanggungjawab terhadap kebijakan atau tugas dan fingsi yang
diberikan kepada Kami, melali awsan Kami, selama ini Kami
menyadari pak , bahwa apa yang Kami berikan belum begitu memuaskan
bagi semua pihak bahkan hingga atasan Kami, namun hal ini juga sudah
diketahui oleh atasan Kami, bahwa SDM yang ada di KUA yang Komi
Pimpin ini sangat terbatas dan tidak ideal menurut Kami, dengan Kami
hanya bertiga saja, namun dengan wilayah yang luas dan jumlah
penduduk Muslim yang begitu banyak, 1entu tidak seimbang dan rasional
menurut Kami, walau secara kedinasan Kami berupaya pak untuk tetap
berupaya terus melayani sesuaidengan visi dan misi Kami, namun apa
komunikasi dan koordinasi Kami nantidengan atasan, bisaada jalan atau
solusi yang baik, terutama dalam hal penambahan SDM di KUA ini
Pak..” ( Wawancara, dengan Kepala KUA Mulinan Kota, 16 Agusius
2017)
Tanggapan lainnya juga diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan
Malinau Utara disela-sela waktu menjelang istirahat dalam bekerja
diruangan yang bersangkutan :
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“ Apa yang Bapak tanyakan itu memang betul adanya .., seharusnya kita
sebagai bawahan tentulah memahami betul apa keinginan atasan Kami

banyak personilnya dari yang lain, namun apa yang Kami berikan dan
kerjakan belum sesuai dengan keinginan atasan Kami, hal ini tentu
kualitas personil yang Kami miliki terasa kurang, termasuk didalmnya
Juga motivasi dan etos kerja , nah hal ini tentu sangat berpengaruh dan
ikut mewarnai out put dari suatu pekerjaan yang diberikan, mungkin ada
semacam beban atau apalah yang dialami staf Kami tersebwt, baik
terhadap masalah keluarga maupun masalah lain, barangkali diperlukan
penyegaran di lingkungan kerja Kami di KUA Malinau Utara ini,

Wawancara dengan Kepala KUA Malinau Utara, Agustus 2017 )

Sebagai konfirmasi tethadap tanggapan ini, Kami juga

mewawancaral operator SIMKAH dimaksudkan oleh Kepala KUA diatas:
“ Terima kasih pak sudah suwun dan bersilaturahmi ke kantor Kami, ya
pak, kalo Bapak bertanya hal tersebut, Saya secara pribadi juga
mengakul akan hal itu, Saya merasa Yerbebani juga sih, sebendriya
dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Saya, yang
Saya rasakan, memang cukup berat dan kurang Saya kuasai, ditambah
beban lainvya pak ai, semoga saja ada mutasi dan roling kerjaan,
sehingga rekan Kami yang lain yang lebih mampu bisa bekerja dan
mengambil alih bagian operator SIMKAH ini.( Wawancara dengan
operaror SIMKAH, pak Sulistianto, Agustus 2017 )

Dibangunnya aplikasi SIMKAH tentu untuk memudahkan dan
membetikan pelayanan dengan baik dan maksimal. SIMKAH merupakan
sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna
untuk mengumpulkan data-data Nikah dati seluroh Kantor Urusan Agama
(KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “On-line”, real time maupun

Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Sebelum
adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di KUA
berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Nomor 9 tahun 1975

tentang pelaksahaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Pemikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007
tentang pencataian nikah dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.

“Winrm/ Terima Data Online dan Offline (NB/AKTa)

R RN “
N e s lOme ) ¥ Jika 2CD DEDErapa

Gambar. 4.10.

Kirim dan tennma data online dan ofline
Kemampuan utama dari program SIMKAH adalah mudahnya data
Kementerian Agama dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah
dan efektif SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama

adalah komputerisasi semna pelayanan vang ada di KUA.
Selain itu program SIMKAH ini Secara garis besar adalah:

a. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah. b.
Mengirim data secara on-line (internet) secara mudah tetapi juga bisa

secara off-line yaitu melalui disket, CD atau flash disk. c. Cara input data

yang sederhana namun [leksibel. d. Program dapat mengecek nomor
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porporast dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan
pemalsuan. e. Program dapat mengecek indentitas mempelai melatui
berbagai kemungkinan. f Tersedianya beberapa laporan standar yang
dapat dibasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan
sesual dengan yang diinginkan. Laporan lainya dapat dibuat sesuai dengan
keinginan lewat transfer ke excel g Hanya pemakai program yang
dijjinkan yang bisa mengoperasikan.h. Backup data terkompress, sehingga
data yang besar dapat disimmpan dalam media penyimpan yang jauh lebih
kecil. 1. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan
Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet). j. Update
SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online. k. Disediakan
program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai

Program SIMKAH mempunyai manfaat baik bagi KUA maupun bagi

magyarakat. Manfaat adanya SIMKAH bagi KUA diantaranya:

a. Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat
di KUA-KUA;

b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi
yang dapat mengakommodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;

c. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA

ditingkat daerah sampai kantor pusat;
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d. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan,

pengendalian dan pengawasan;

e. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap,

cepat dan akurat.

Sedangkan marnifaat yang dapat diambil oleh tasyarakat yaitu antara lain:

a. Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh
Indonesia bagi KUA yang sudah entti.

b. Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah
bekerja sama dengan Dinas Dukcapil.

¢. Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas.

d. Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.

Dengan demikian adanya pasilitas dan kemudahan ini, seharusnya
sudah bisa dimanfaatkan oleh implementor dalam pelayanan dan sikap.
yang harus diterapkan kepada pengguna dan masyarakat yang akan
dilayani. Hendaknya dengan efa transparansi ini dan informasi serta
digrtalisasi yang sudah maju dan berkembang ini, tidak ada lagi pelayanan
yang tidak maksimal, pelayanan yang lambat, pelayanan yang mahal dan
memberatkan masyarakat.

2. Pembahasan
a. Implementasi SIMKAH Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di

Berangkat dar hasil penelitian diatas, peneliti akan memberikan

uraian pembahasan tentang penelitian yang dilakukan yakni Implementasi
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SIMKAH dalam pelayanan pencatatan pemikahan di KUA pada

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai sebuah organisasi

merupakan unit pembantu Kementerian Agama R1. Tidak hanya datam hai
perkawinan, namun KUA juga melaksanakan tugas lain seperti mengurus
dan membina masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, kependudukan dan
pengembangan keluarga sakinah, serta penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam memberikan pelayanan tidak hanya sebatas memberikan apa yang
dibutuhkan masyarakat tetapi juga melayani dengan sebaik-baiknya. Di
era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat,
pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Teknologi informasi menurut Lucas dalam Abdul

untuk mendukung sistem informasi manajemen tidak hanya pada
penggunaan komputer tetapi juga dengan penggunaan internet. Sistem
informasi manajemen berbasis teknologi informasi dapat diukur
menggunakan indikator vaitu efisiensi dan efeknivitas, dengan demikian
bahwa keberhasilan sistem informasi tidak seharusnya diukur hanya
melalui efisiensi tetapi juga dari efektivitas , dua hal ini saling berkaiatan

dalam system pelayanan ini.

213




43317.pdf

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem
informasi manajemen di KUA Kecamatan , diharapkan dapat mengurangi
beban kega pegawai KUA serta mempercepat pelayanan kepada
masyarakat. Adanya penerap;a# sistem informasi manajemen berbasis
teknologi seharusnya dapat menggantikan tatap muka yang ada di KUA
Kecamatan sebingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke KUA
untuk mengakses pelayanan sehingga pelayanan akan lebih cepat. Namun,
untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus dilakukan secara bertahap.
Seperti daiam penerapan SIMKAW, pendaftaran online belum bisa
dilaksanakan oleh KUA Kecamatan , tetapi baru menerapkan secara

menjalankan aplikasi sehingga penerapan aplikasi tersebut belum optimal.

Dengan kemajuan teknologi informasi diharapkan akan mampu membantu
KUA Kecamatan  dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam
menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya teknologi

informasi bisa mempersingkat waktn dan meminimalkan biaya .

Setiap aplikasi yang dibangun atau diadakan tentunya berkeinginan
untuk memudahkan dan mengefektifkan subjek maupun objek layanan
didalamnya, termasuk juga dengan pembuatan aplikasi SIMKAH ini,
tinggal bagaimana sumber daya dan factor lainnya yang ikut
mempengaruhi system yang sudah dibangﬁn tersebut, apakah dapat
dijalankan atan diimplementasikan dengan baik atan tidak , dapat
dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan keinginan pembuatanan

system ini atau tidak, oleh karena itn dalam pembahasan 1m akan diuraikan
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lebih lanjut bagaimana implementasi SIMKAH ini di KUA Kecamatan
yang ada di Kabupaten Malinau, sudah berjalaan dengan harapan atan

sebaliknya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa

dalam penelitian ini, model impelementasi yang digunakan adalah teori

Van Meter dan Van Hom. Menurut Van Meter dan Van Hom (1975), ada
enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (1)
standar dan sasaran kebijjakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar
orgamisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakieristik agen pelaksana; (5)
disposisi mplementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berikut ini

akan peneliti uraikan dan bahas ke 6 variabel tersebut sebagail berikut :

1) ‘Standar dan sasaran kebijakan.
sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut
tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard dan sasaran kebijakan
tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah
implementasi. Dalam hal ini, Eksistensi SIMKAH diharapkan mampu
untuk memberikan layanan yang baik, efektif dan efesien kepada
masyarakat maupun pihak yang melayani dalam hal ini KUA di

kecamataan tersebut.

Lalu dengan adanya aplikasi SIMKAH im, apa yang sebenarnya

diharapkan Ditjen Bimas Islam ? Bukankah SIMKAH lebih berfokus
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pasa aspek pelayanan di KUA? Pertanyaan ini sebenamya tidak periu
muncul jika kita memahami secara utuh hubungan hirarkies KUA di

Kecamatan dengan Bimas Islam baik di Kabupaten/Kota maupun Pusat.

tanpa mampu memberikan data yang lengkap secara real-iime yang bisa
diakses dan diyadikan rujukan sebagai dasar pengambilan kebijakan
dalam pengembangan KUA yang dibutuhkan Ditjen Bimas Islam akan
menjadi timpang. Contoh nyata yang sangat dibutuhkan adalah berapa
Jumlah peristiwa nikah di setiap KUA seluruh Indonesia yang sering
dijadikan dasar dalam banyak kebijakan Dijen Bimas Islam? Selain ify,
bagaimana dengan ketersediaan buku nikah di KUA seluruh Indonesia
komiisi i pernah dialami oleh Kementerian Agama pada bidang Bimas
Istam, dimana pada beberapa daerah KUA mengalami kehabisan stok
buku nikah, mi menjadi pertanyaan, mengapa hal ini bisa tegadi
SIMKAH sebagal media pelayanan administrasi nikah di KUA harus
berkorelasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada

publik dan Bimas Islam, serta kemampuan sebagai media pendaftaran

bagaimana KUA menjadikannya sebagai media layanan administrasi
nikah yang handal. Jika banyak KUA yang memiliki berbagai

kekurangan, bukan berarti harus berhenti pada sebuah pertanyaan.
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SIMKAH yang dibangun dengan berbasis offlime dan online saat ini

datanya ke server Bimas Islam Pusat. Hal lain jika KUA nya belum

tersentuh oleh jaringan lisinik, meskipun di beberapa tempat telah ada

genset sebagai pendukungnya.

Dalam perkiraan kasar, dari jumlah 5.382 KUA, dua pertiganya
telah tersentuh oleh jaringan internet Artinya, sekitar 4.000 KUA
ditargetkan bisa online dalam waktu dekat. Sisanya, sekitar 1.382 KUA
dapat menyusul pertumbuhan wilayah masing-masing. Jika jumiah 4000
KUA sudah menggunakan layanan IT secara onling, maka ini menjadi
sebuah kekuatan dahsyat bagi pengelolaan data dan informasi bagi
Bimas Islam. Seiring dengan itu, data-data keagamaan lain, seperti
perwakafan, rumah ibadah (masjid-mushalle), peta dakwah, dan
sebagainya pun akan dapat dikelola dengan baik. Keterbatasan dan
kekurangan selalu ada pada setiap sudut kehidupan. Demikian juga
SIMKAH. Sebagai sebuah hasil kreasi, dan wakiu ke waktu akan terus
dikembangkan sehingga SIMKAH menjadi aplikasi andalan yang dapat

mendorong bagi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersth.

benar-benar terwujud. Apalagi jika kerja sama sistem antar aplikasi
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SIM MTQ, dan lainnya segera terwujud , maka layanan publik di KUA
bukan hanya SIMKAH, tetapi layanan aplikasi SIMBI yang terintegrasi
dengan sistem “One Klick™ sehingga lebih mudah, cepat, dan lengkap

dalam pengoperasiannya.

Dalam pengoperasion SIMKAH yang dijalankan, dengan dua cara
yakni secara online, jika di KUA Kecamatan tersebut telah memiliki
sarana dan prasarana penunjang dalam aplikasinya, seperti jaringan
listrik, infernet. Apabila bal tersebut tidak tersedia, maka masih dapat
terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan pengiriman data secara online
dengan cara data dimaksud dibawa pada KUA ataau langsung ke Seksi

Bimas Isiam di Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengiriman secara

online.

Dalam menjalankan aplikasi SIMKAH baik secara online dan
ofline memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, berikut

hal dimaksud dapat terlihat pada matrik dibawah ini :

Matrik Kelebihan dan kekurangan SIMK AH Online dan Ofline

Pada KUA Kecamatan di Kabupaten Malinau

SIMKAH SIMKAH
No Online Ofline

1. Kelebihan : Keijebihan :

a. Data pernistiwa nikah pada | a Dapat mengakses SIMKAH
saat selesan dilakukan di | walaupun tanpa jaringan
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KUA langsung dapat dikinm
ke server Bimas Islam dan
Kementerian Agama Pusat.

b. Data tersimpan dengan
baik, dapat dibuka dan
diakses kapan pun, cepat,
akurat, serta efektif dan
efesien.

¢. Data yang tersimpan, data
tersebut dapat dibaca dan
dilihat secara berulang-ulang
selagi ada jaringan internet.

d.  Peristiwa nikah dapat
langsung  terlihat berapa
jumlahnya  setiap han,
minggu, bulan dan tahun.

e. SIMKAH sudah dapat
terintegrasi dengan Capil dan
Kecamatan melalm NIK
KTP, untuk menghindari
manipulasi data.

f Masyarakat langsung dapat
mendaftarkan kehendak
nikahnya melalui website
KUA yang ada.

g Proses yang cepat dan
dapat dilihat saat itu juga
nomor pernikahan dan waktu
pernikahan sesuai kehend
masyarakat. :

h Data yang ada dengan
mudah untuk diedit atau
ditambah.

| 1. Dengan aplikasi ini, dapat
mengecek data ganda dan
dapat mengetahu status calon
pengantin

J. Backup data terkompres,

internet.

b. Data yang tersimpan dalam
computer atau laptop dapat
dibuka pada saat kapanpun.

'¢. Dengan biaya yang murah

dapat terus mengupdate hasil
SIMKAH yang telah di simpan.

d. Data dapat disimpan dalam
bentuk CD, disket, plash disk,
untuk dicopi dan dibagikan ke
tempat lain.

e. Dapat menambah, menghapus,
mengedit data dengan mudah.

f. Jika dioperasikan, karena tidak
ada jaringan intemet, aman dari
virus .
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sehngga data yang besar bisa
diubah menjadi kecil.

k. Terdapat program analisa
data yang telah diatur secara
baik.

Kekurangan :

a. Dalam mengoperasikan
aplikasi tidak terlepas dan
jaringan internet dan lisirik.

b. Diperlukan biaya atau
dana untuk mendukung
aplikasi tersebut.

Kekurangan :

a. Data yang telah tersimpan
tidak dapat diakses dan dikirim
langsung ke server Bimas Islam.

b.Tidak dapat melayani
pendaftaran nikah dan
rekomendasi nikah serta layanan

lainnya secara langsung oleh
masyarakat karena tidak
terkoneksi jaringan internet.

c. Faktor cuaca dapat
mempengaruhi jaringan
iternet, sehingga akan dapat
mengganggu mengakses
aphkasi ini.

c. Tidak dapat mengirimkan data
secara langsung ke server
Dukcapil untuk validasi NIK
d Dimungkinkan aplikasi | KTP calon pengantin.
tersebut dapat terkepa virus,
sehingga dapat mengganggu
data yang ada.

d Membutuhkan jaringan atau
instalasi listrik.

Tabel. 4. 6
Matrik Kelebihan dan kekurangan SIMK AH secara online dan ofling
2) Sumber daya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya,
baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya
materi (matrial  resources) dan sumberdaya metoda (method
resources).

adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek
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Sumber daya manusia menuruf Gomes (2000) adalah salah satu
sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang

melakukan aktivitas. Sumber daya manusia menurut Hasibuan (2002)

untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap
kegiatan organisasi. Meskipun didukung dengan sarana dan prasarana
juga sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya
manusia yang handal, kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan
dengan baik Hal mi menunjukkan bahwa sumber daya manusia
merupakan kunci pokok yang barus diperhatikan dengan segala
kebutuhannya Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan
menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sumber daya
manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting
dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan

oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya

sistem yang ada di organisasi atau perusahaan mampu menunjang dan
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memuaskan keinginan baik dan pegawai maupun dan organisasl

tersebut dalam hal ini Kementerian Agama ataupun KUA itu sendiri.

Berkenaan dengan sumber daya manusia yang mengelola aplikasi
SIMKAH di KUA pada Kabupaten Malinau dalam penelitian yang
peneliti lakukan, dengan data dan fakia yang ada dilapangan temyaia
dirasakan sanpat minim dan rendshnya kualitas dalam memberikan
pelayanan menggunakan aplikasi SIMKAH ini.  Sebagaimana

diterangkan diatas, sebagus apapun aplikasi tersebut, selengkap apapun

menggerakkan aplikasi tersebut, maka dirasa sarana aplikasi SIMKAH
tersebut seakan sia-sia dan tidak bermakna Dalam hal i diperlukan
menial-mental pekerja yang tangguh, pegawai yang memiliki
kepedualian yang tinggl terhadap layanan yang dihadapi, sehingga
keinginan dari pengambil kebijakan atau atasan dalam membangun
system ini secara susah dapat terbalas dan terpuaskan Melihat fenomena
dilapangan terhadap peran sumber daya manusia di KUA yang ada di
Kecamatan, menurut peneliti baru hanya di KUA Kecamatan Malinau
Kota penerapan dan kinerja sumber daya manusia sudah dapai

menjalankan aplikasi SIMKAH ini walau tidak begitu full time dan real

orang saja, dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dilayvani,
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namun hal itu terbantu dengan adanya aplikasi SIMKAH ini, sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efektif, berbalik fenomena
dengan KUA Kecamatan Malinau Utara yang memikliki sumber daya
manusia yang lebih banyak sedikit dari yang ada di Kota, nmamun
penerapan aplikasi SIMKAH ini belum efektif dan sesuai dengan
keinginan Bimas Islam dikarenakan sarana pendukung dan dana yang
tidak memadai, sehingga para pelayan di KUA ini lebih banyak
memberikan layanan secara manual bukan dengan aplikasi SIMKAH ini
baik ofline maupun online, sedangkan pelayanan yang ada di KUA
Kecamatan Mentarang lebih memprihatinkan lagi, dimana dengan
personil yang sedikit , sarana dan dukungan dana juga tdak memadai,
pelayanan biasa-biasa saja dan lebih banyak tidak ada aktifitas dalam
pelayanan pernikahan, tetapi dalam urusan lainnya berjalan sesual
dengan permintaan masyarakat. Kesuksesan daiarn menerapkan suatu
teknologi itu dapat diukur apabila hal tersebut sudah berjalan secara

efektif dan efesien. Apabila dalam melaksananakan pelayanan , temyata

Dengan menggunakan aplikasi SIMKAH ini, efesiensi waktu, tenaga
dan biaya dapat dihemat. Sedangkan efektif, apabila suatu aphkasi atau

program yang dibuat telah mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan
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Gambar. 4. 11

Dengan adanya waktu standar layanan ini, memberikan kepuasan
terhadap masyarakat dan memberi kepastian terhadap urusan yang sedang
masyarakat lakukan. Jika sebelum adanya layanan SIMKAH ini, layanan
yang diberikan begitu lambat, rumit, kurang rapi, maka setelah

penerapan SIMKAH ini, terjadi arus pelayanan yang baik, cepat, rapi,

kurang baik.

Kemudian indicator lainnya adalah tentang Ketelitian . Dalam

suatu pekerjaan, ketelitian juga memegang peranan yang tidak kalah

memasukkan dan atau menggunakan aplikasi yang sudah dibuat tersebut,
akan menimbulkan masalah baru, jadi disini factor kuwalitas manusianya
juga dapat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan dengan
menggunakan aplikasi SIMKAH tersebut. Misalnya saja tetjadi kurang
teliti dala:ﬁ penulisan nama dan Bin/binti dari orang tua calon pengantin,
maka akan berimbas pada buku nikah yang akan dicetak, bhal ini akan

menimbulkan buka nikah tersebut tidak dapat dipergunakan dan akan

225




43317.pdf



43317.pdf

aplikasi yang baik ini, akan berimbas terhadap ke berbagai sector dan
bidang. Dengan penerapan atau implementasi SIMKAH ini, akan
memberikan data dan fakta peristiwa nikah dalam hitungan hari, minggu,
bulan dan tahun. Dengan data yang akurat ini, berimbas terhadap dana
yang dibutuhkan dalam pembuatan buku nikah, berapa banyak KUA yang
membutuhkan sara pendukung aplikasi SIMKAH tersebut, berapa
anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah atau Kementerian Agama
dalam memenuhi kebutuhan riil dilapangan, berapa banyak sdm yang
diperlukan, berapa pendapatan negara dariPNBP yang terjadi di KUA, dan

sebagainya.

3) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas
dan program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang
terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk ity
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan
suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah
satu urat nadi dan sebuah organisasi agar program-programnya tersebut
dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Demikian pula
seharusnya yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, untuk saat ini menurut peneliti, hubungan antar organisasi
masih terlihat kurang intens, hanya dilakukan waktu tertentu saja, karena
melihat instansi yang terkait tersebut memiliki kesibukan dan program

masing-masing yang harus diselesatkan dan sesuai dengan target

capaian. Melihat kondisi dilapangan, koordinasi antara atasan langsung
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dalam hal ini Bimas Islam dengan KUA-KUA memang belum maksimal
dilakukan. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan personil dan SDM
yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Malinau dengan hanya
memiliki jumlzh PNS 2 orang saja, mengelola tugas dan fungsi yang
begitu banyak , sehingpa waktunya habis hanya berkutat dipelayanan
" Bimas Islam sendiri, belum jauh menjangkau di KUA. karena
diharapkan aparatur di KUA lebih dewasa dan kreatif dalam
memberikan layanan dan capaian kinerja yang diharapkan dapat
meningkat, walau melihat faskta dan kenyataan dilapangan, ternyata
layanan yang diberikan masih tidak sesuai dengan tufoksi yang
dibenkan, lagi-lagi sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki
ikut berperan disini. Menurut peneliti, perlu adanya jadwal yang tetap.
untuk berkoordinasi dan berhubungan langsung sehingga dapat
melakukan evaluasi terhadai: kekurangan dan ,layanan yang diberikan,
paling tidak setiap 1 bulan sekali hal tersebut dilakukan. Semoga saja hal

in1 dapat memberikan perubahan dalam pelayanan kedepannya lebih

baik lagi.

4) Karakteristik Agen pelaksana.
Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan
maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui Kkarakteristik agen
pelaksana yang mencakup struktor birokrasi, norma-norma, dan pola-

pola hubungan vyang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan

mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah
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ditentukan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana

memahami implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua
pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan
top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart istilah itu
dmamakan dengan the command and control approach ( pendekatan

control dan komando, yang mirip dengan top down aproach ) dan the

melayani masyarakat tidak terjadi perbedaan dalam administrasi maupun
persyaratan pernikahan yang telah ditentukan dan diberikan Bagi
pelayanan di KUA, hendaklah terus berkoordinasi dan berhubungan
ataupun di kepolisian, karena agen-agen pelayanan di instansi atau
organisasi ini memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling
berhubungan erat. Dengan terus menerus secara kontinyu dan baik
dalam kerjasama dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka

apa yang diinginkan tersebut akan tercapai, masyarakat pun akan merasa

dihargai dan mendapatkan kepuasan tersendini.
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5) Disposisi implementor.
Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor
kebyakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk
melaksanakan kebijakan publik; (b} kondisi, yakni pemahaman terhadap

kebyakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor,

Dalam hal mi, semestinya ketiga komponen yang disampaikan
diatas, harus sejalan dan dilaksanakan di KUA yang ada di Kabupaten
kurang resfek terhadap aplikasi SIMKAH yang telah dirancang dan
dibangun, banyak hal dan factor sehingga hal ini tidak dapat berjalan
sesnai dengan harapan dan keinginan. Sebaik apapun kebijakan yang
dirancang dan dikelnarkan jika responsive darfi agen pelaksana
dilapangan kurang baik maka kebijakan tersebut dirasa sia-sia dan
meninggalkan kesan yang kurang baik. Selain itu juga kondisi dalam
memahami turut berperan dalam keberhasilan kebijakan itu dijalankan
Tentu para agen pelaksana dalam hal ini personil KUA bisa
menterjenahkan setiap kebijakan secara baik dan mendalam, yang
didalamnya harus ada komitmen dan semangat dalam melayani, harus
ada motivasi yang kuat dan mendalam dalam bekerja, bekerja cerdas,

tidak dimiliki tentunya hasilnya juga kurang baik.
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6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
Vatiabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana

atan menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Tentn kondisi lingkungan, social, ekonomi dan politik akan turut
mewarnai dan mempengaruhi dalam suatu kebijakan vang diterapkan
atau  dijalankan  Sehubungan dengan ditarapkannya peraturan
pemerintah tentang Biaya nikah yakni PP no. 48 Tahun 2014, bahwa
apabila nikah dilvar kantor dan jam kerja biayanya sebesar 600.000,-,
sedangkan didalam kantor KUA dan pada saat jam kerja maka biaya
nikah digratiskan, tentu kebijakan ini disatu sisi berpihak kepada
masyarakat, namun disisi lain juga memberatkan masyarakat, karena
kondist perekonomian dan status social masyarakat antara kecamatan
dan daerah berbeda-beda. Demikian pula iklim politik dari daerah tidak
sama, tentu hal 11 ada pro dan kontra . Kebijakan politik di level atas,
memang menganggap hal ini biasa saja, namun dilevel bawah yang
notabene pendapatan dan penghasilan yang kecil dihadapkan dengan
kebutuhan ekonomi yang tinggi dan mahal, tentu akan memberikan
pengaruh dan imbas kepada pihak-pthak terkait, dalam ha! ini yang

cukupmerasakan adalah masyarakat pengguna pelayanan. Maksud dan

juan dani Kebijakan ini memang bagus, namun ada yang juga tersakiti
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dan merasa diberatkan. Lebih baiknya kembali kepada peraturan
sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2000, dimana
biaya pencatatan mkah hanya Rp. 30.000,- saja Namun tentu juga
kebijakan tersebut memberikan imbas dan efek juga kepada pihak KUA
yang menerapkan peraturan tersebut, karena boleh dikatakan jauh dekat
biaya sama, kemudian tidak berpihak kepada KUA dalam hal ini aparat
yang menikahkan baik pengbulu maupun petugas lainnya yang
dilibatkan dalam kegiatan pelayanan pemikahan im. Tentunya aturan
yang diterapkan paling tidak memihhak keberbagai unsur dalam

pelayanan tersebut, baik masyarakat, petugas dan negara itu sendiri.

b. Faktor Penghambat Implementasi SIMKAH Dalam Pelayanan
Pencatatan Nikah di KUA Pada Kabupaten Malinau Provinsi
Kalimantan Utara.

Dalam suatu kebijakan, terkadang implementasi dilapangan ada
yang mudah dijalankan atau diterapkan, ada pula yang sulit untuk
dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya beberapa factor atau hal yang
menjadi kendalanya. Dengan demikian impelemntasi tersebut terkadang
mulus dan mudah untuk diterapkan dan dilaksanakan , namun juga
sebaliknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Effendi (2000) dan
Darwin (1999) bahwa ada kebijakan yang mudsh dumplementasikan,
tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, oleh Darwin (1999)
ditegaskan "karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi

implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu

kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebiakan
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tersebut dapat lebih terimplementasi”. Kemudian leboih lanjut Darwin
(1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat
implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

a. Sifat kepentingan yang dipengaruhi .
menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya
terbuka peluang munculnya kelompok tertenty diuntungkan (gainer),
sedangkan dipthak lain implementasi kebijakan tersebut justru
merugikan  kelompok lain (looser) (Agus Dwiyanto, 2000),
Implikasinya, masalah.yang muncul kemudian berasal dari orang-orang
yang merasa dirugikan Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan
complain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkamya, semakin
besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan
publik. maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian
pula seBalilmya.

b. Kejelasan manfaat .

Dalam konteks pemerintahan yang amangh, berarti pemerintah
haruslah menyelesatkan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa
dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri,
unguk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan
organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam
masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat
bagi masyarakal secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat

dann aspek bermanfaat atan tidak, maka semakin bermanfaat
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mplementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses
implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu
yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta
mudah dalam proses implementas, sebaliknya bila tidak bermanfaat
maka akan sulit dalam proses implementasi Iebih lanjut...

¢. Perubahan perilaku yang dibuhkan.

Aspek lain yang harus diperhattkan dalam implementasi kebijakan
publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.
Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau
masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan
terdahulu  Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi
perubahan baik dalam finansial, cara atan tempat dan sebagainya
Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.
Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut
kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil
menimbutkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atan
masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini
pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang

menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak

e. Aparat Pelaksana
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Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang
menentukan apakah satmm  kebyjakan publik sulit atan tidak

dimplementasikan. Komitment untuk berperilaku sespai  tujuan
kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999)
mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang
jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang
dapat mencegah kemungkinan tefjadinya perilaku aparat yang
berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itn, masyarakat perlu
diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang
menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan
kebijakan in-buwlt mekanisme yang menjamin transparasi dan
pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain
itu, kualitas aparat dalam meglaksanakan proses impementasi pun
menjadi  kendala yang sering djumpai Terutama, menyangkut
implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.
kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya
implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik
nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan
sebaliknya.

e. Dukungan sumber daya.

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika
didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal im dapat

berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya.
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Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan
beberapa hal yang terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung
maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi
program tersebut akan menemui kesulitan

Sebagaimana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horm
(dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel yang memberikan
pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: Pertama, standar dan
sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar
ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan
menimbutkan konflik diantara agen pelaksana; Kedua, Sumber daya,
implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya

manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-

dengan Instansi lain agar sasaran kebijakan/ program tercapai; Keempat,
karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan vang terjadi dalam birokrasi, yang
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dani suatu kebijakan;
Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi

kebijakan, bagaimana sifat opini publik vang ada di lingkungan dan
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apakah elit politk mendukung implementasi kebijakan; dan Keenam,
1).Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi
kemauan untuk melaksanakan  kebijakan;  2).Kognisi, yaity
pemahamannya  terhadap kebijakap; dan 3)Intensitas  disposisi
implementor.

Dari pendapat yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Hom
tersebut diatas, Peneliti ndak mempergunakan semuanya dalam melihat
factor penghambat dalam implementasi, namun hanya beberapa variabel
saja yang peneliti gunakan yakni Sumber daya dan disposisi
implementor, disamping itu juga mengkolaborasikan dengan pendapat
dipengaruhi, kejelasan manfaat, aparat pelaksana dan dukungan sumber
daya manusia

Dari hasil pengématan dan penelitian yang peneliti lakukan ada
beberapa factor penghambat dalam mengimplimentasikan aplikasi
SIMKAH di KUA yang berada di Kabupaten Malinau ini diantaranya
adalah :

a. Sumber Daya Manusia, sebagaimana yang dijelaskan diatas,
bagaimana pun lengkap dan baiknya sarana prasarana yang
disediakan oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian
Agama, apabila tidak didukung dan di support dengan baik
oleh Sumber Daya Manusianya , baik secara kualitas maupun

kuantitasnya, ditambah lagi didalamnya tidak didukung oleh
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aparat pelaksana da nada indikasi kepentingan disana yang
mempengarubu suber daya manusia tersebut, maka kebijakan
vang telah dibangun, sarana aplikasi SIMKAH yang telah
dibuat dengan susah payah dan penuh perjuangan, maka tidak
akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi
masyarakat yang dilayani. Dalam sumber daya manusia di
KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau ini, menurut
peneliti, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dinilaj
masih kurang dan belum bekeija secara maksimal dan optimal.
Hal 1m terlihat belum maksimal dan optimalnya penggunaan
aplikasi SIMKAH ini di KUA dan tidak ada upaya bekerja
keras bagaimana cara dan kreasinya dilapangan dalam
memanfaatkan aplikasi SIMKAH ini. Dalam intruksi Dirjen
Bimas Islam yang telah memasuki tahun ke 4.ini, pelayanan
menggunakan SIMKAH terlihat belum ada peningkatan dan
masih berjalan ditempat saja, belum ada usaha yang dilakukan
untuk terus mengkreasikan atau memunculkan ide cemerlang
dalam penggunaan aplikasi ini. Adanya pembiaran terhadap
sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan atan kurang
lengkap, jika hal ini dikomunikasikan kepada yang
,mengambil kebijakan, dalam hal ini Kementerian Agama
pada seksi Bimas Islam, barangkali hal ini bisa teratasi, atan
paling tidak ada pemikiran bersama untuk mengatasi persoalan

vang ada di KUA ttersebut. Disinilah kurangnya respon
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implementor  terhadap  kebijakan itu dan  tidak
menyterjemahkan secara baik kebijakan yang telah dibuat oleh

atasan.

. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan yang ada
di Kabupaten Malinau mengakibatkan kurang optimalnya
penerapan sistem informasi manajemen nikah ( SIMKAH )
berbasis Teknologi Informatika, Terutama dalam hal
penggunaan aplikasi SIMKAH, peralatan pendukung masih
kurang seperti finger scan, kamera digital, dan signature
digital, CPU SIMKAH, kekurangan sarana tersebut
dikarenakan alat yang ada mengalami kerusakan, sehingga
untuk mengadakan sarana yang baru, tidak didukung dana
yang ada di KUa berupa Operasional, karena tidak boleh
belanja modal dan juga dana yang berada di Kementerian
Agama Kabupaten Malinau pada seksi Bimas Islam pun, tidak
teralokasikan pada tahun sebelumnya dan pencoretan usulan
dana pembelian sarana itu pada tahun yang akan datang
Selain itu, hambatan lainnya adalah form buku nikah yang
berubah-ubah. Form buku nikah yang diterbitkan terkadang
tidak sesuai dengan form yang ada di aplikasi SIMKAH,
sehingga harus mengganti format yang ada di aplikasi
SIMKAH. Selain itu, pengelolaan website KUA Kecamatan

masih kurang. Berita maupun informasi di website tersebut
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sejak tahun 2013 dan sampai saat ini belum diupdate.
Pendafiaran nikah online yang seharusnya terdapat di dalam
website KUA juga belum bisa digunakan, serta hingga saat ini
pun aplivkasi SIMKAH mengalami kerusakan dan belum
dilakukan install ul;ang aplikast tersebut.

c¢. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan kepada
masyarakat mengenai adanya aplikasi SIMKAH yang bisa
diakses oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat
kurang mengetahni kinerja pegawai KUA yang sudah
menggunakan  aplikasi  online. Kurangnya apresiasi
masyarakat itulah yang menyebabkan pegawai KUA kurang
mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Disinlah para
pelaksana dilapangan dalam hal ini pegawai di KUA, belum
melihat bagaimana manfaat SIMKAH itu bagi semua pihak,
sehingga menganggap remeh dan tidak bersemangat untuk
lebth memaksimalkan penggunaannya di KUA. Peneliti kira
kedpannya diperlukan komunikasi yang intens dan sosialisasi
yang terus menerus kepada masyarakat maupun KUA itu
sendiri,

Factor penghambat lainnya yang turut mempengaruhi diantaranya

adalah :

a Adanya manusia/ pegawai yang kurang paham dan menguasai
akan teknologi , termasuk pula masyarakat selaku pengguna

sarana aplikasi SIMK AH tersebut dan sejenisnya.
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b. Terdapat bahasa teknologi yang merumitkan
pembaca/pengguna dalam hal ini pegawai yang
mengoperasikan sarana dimaksud.

c¢. Jaringan atau koneksi internet yang kurang bagus, tidak stabit

dan instalasi fjaringan PLN yang kadang kurang mendukung.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi atau

penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah ( SIMKAH ) di KUA Kecamatan

pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

L.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan
yang ada di kabupaten Malinau yaitu dengan menggunakan aplikasi
SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) penggunaan aplikasi ini
belum efeknf dan efisien serta belum optimal dan maksimal penerapannya.
Hal ini dapat dilihat dari SIMKAH yang digunakan di KUA Kecamatan
yang ada di Kabupaten Malinau yakni KUA Malinau Kota, Malinau Utara
dan al;alagi KUA Kecamatan Mentarang, belum dimanfaatkan secara
maksimal , baik secara ofline apalagi online.
Terdapat faktor penghambat dalam penerapan Sistem h)fonna;si
Manajemen Nikah ini di KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten
Malinan. Adapun faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi
Manajemen Nikah { SIMKAH ) diantaranya sebagai benkut :
a Kurangnya sarana dan prasarana serta dana khusus operasional
untuk SIMKAH di KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau .

Hal ini mengakibatkan kurang optimal dan maksimalnya implementasi
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Sistem Informasi Manajemen Nikah tersebut diterapkan pada
masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan yang ada di
Kabupaten Malinau kepada masyarakat mengenai eksistensi
SIMKAH, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas akan
keberadaan dan layanan SIMKAH dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi sistem

ada di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa penerapannya sudah
berjalan namun belum semua KUA yang ada di Kabupaten Malinan
sepenuhnya menerapkan SIMKAH ini, masih terdapat KUA belum
menerapkan sama sekali dikarenakan kondisi yang ada dilapangan.
Hal ini mengandung implikasi bahwa perlu adanya optimalisasi dalam
penerapan sistem informasi manajemen nikah ini . Optimalisasi dapat
dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana terutama alat
pendukung penerapan sistem informasi manajemen nikah berbasis
teknologi informasi dan optimalisasi pada aplikasi online yang
digunakan oleh KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau
serta peningkatan kemampuan pegawai KUA dalam penggunaan
teknologi informasi, Melalui  optimalisasi tersebut maka diharapkan
penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi
dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal.

. Sumber Daya Manusia yang dirasa kurang, baik secara kualitas
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inovasi yang tidak berkembang dan mendukung kearah pelayanan
public secara baik.

d. Belum terealisasinya hasil kerjasama dengan Dinas Dukcapil di
Pemerintah Kabupaten Malinan, sehingga koneksifitas NIK calon
pengantin belum bisa terbaca, sehingga data masih dapat dipalsukan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi

Manajemen Nikah di KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau maka

dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi manajemen nikah ini sudah

berjalan namun belum optimal dan maksimal. Oleh karena irn, peneliti
memberikan beberapa saran untuk meningkatkan penerapan Sistem Informasi

Manajemen Nikah ( SIMKAH ) schingga dapat berjalan dengan optimal dan

maksimal kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada Kepala Kantor pada Seksi Bimas Islam Kementerian
Agama Kabupaten Malinau, untuk mengusulkan Pengadaan alat
pendukung SIMKAH, Dana operasional khusus uniuk penggunaan
SIMKAH serta penambahan SDM dilingkungan KUA Kecamatan yang
ada di Kabupaten Malinau.

2. Kepada pihak KUA untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi
kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya
mengenai layanan SIMKAH pada KUA, baik secara langsung maupun
tidak langsung, sehingga hal ini dapat diketahut oleh masyarakat luas dan
dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh strata social pada

masyarakat tersebut.
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LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan :

. Apa kebijakan atau dasar yang dipergunakan dalam

mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau
SIMKAH dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di

KUA 7.

. Apakah dalam melayani masyarakat dilingkungan KUA

Kecamatan, sudah mempergunakan Standar Operasional Prosedur (

SOP ) yang telah ditetapkan KUA setempat ?

. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibw/saudara , dengan pelayanan

pendaftaran nikah di KUA | apakah sudah cukup baik dan

memuaskan masyarakat ?

. Apakah dalam hal penerapan atau implementasi SIMKAH ini,

seluruh instansi yang terkait atau yang akan menjalankan SIMKAH
inj , mereka sudah mengerti dan paham terhadap kebijakan ini dan

sudah dikomunikasikan dengan petugas dilapangan ?

. Siapa sajakah yang turut serta membantu dalam proses pernikahan

ini, dari pendaflaran hingga selesai pernikahan, baik langsung
maupun tidak langsung, instansi mana saja yang turut membantu

atau pihak lainnya selain KUA ?

. Apakah factor ekonomi, social ataun politik ikut mewamai

persoalan pemikahan ini dan adakah pengaruhnya terhadap

pernikahan di KUA ?
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Apa saja hambatan dilapangan atau dilingkungan kerja
Bapak/Ibu/Saudara terkait penerapan SIMKAH dalam pelayanan
pemikahan sehari-bari ?

Menurut Bapak/Jbu/Saudara, apakah selama ini terdapat kendala
dan faktor yang menghambat dalam penerapan sistem aplikasi
SIMKAH di KUA 7.

Apakah dalam penerapan SIMKAH, masalah jaringan internet
sangat mempengaruhi dalam proses pendafiaran tersebut?

Apakah Bapak/bu/saudara sudah mengetahui pelayanan
pernukahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH di KUA ?
Apakah Bapak/Ibu/Saudara pemah mendapatkan sosialisai
SIMKAH di lingkungan tempat tinggal atau kantor terdekat ?
Apakah dengan diterapkannya aplikasi SIMKAH di KUA dapat
memperlancar proses pelayanan pernikahan yang
Bapalk/Ibu/Saudara atami?

Bagaimana menurut Bapak/Saudara, apakah dengan diterapkannya
SIMKAH ini, sumber daya yang mengaplikasikannya telah siap
dan mampu ?

Apakah Bapak/bu/Saudara telah menerima pelatthan atau kursus
baik dikantor KUA maupun diluar kantor dalam menjalankan
sistem ini ?

Apakah kinerja aparatur sipil negara dengan tersedianya aplikasi

SIMKAH i telah meningkat secara sikniftkan dalam pelayanan
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permkahan di KUA Bapak/Ibu/Saudara dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi KUA ?

16. Dibandingkan dengan pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah
sebelum diterapkannya SIMKAH ini, menurut Bapak/Tbu/Saudara
apakah SIMKAH ini sangat membantu proses kelancaran dan
ketertiban dalam permikahan di KUA setempat?

17. Apakah informasi yang disampaikan oleh pihak KUA di
masyarakat tentang pemnikahan dan sistem yang digunakan dapat

diterima-dengan baik dan jelas ?
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LAMPIRAN II : TRANSKIP HASIL WAWANCARA PENELITIAN

menggunakan digital dan
teknologi modern. Dengan
adanya aplikasi SIMKAH
ini, menjadikan pekerjaan
kami di KUA menjadi lebih
mudah, cepat, akurat dan
efektif  serta  efiesien,
Sehingga kebijakan dari
Kemenrerian Agama Pusat
dalam membangun system
ini sangat tepat dan baik.
Unituk saar ini khususnya
kami yang berada di KUA
Kecamaian Malinau Kota
sudah dapat menerapkan

PERTANYAAN JAWABAN HASIL :
No | wAWANCARA WAWANCARA INFORMAN
! 2 3 4
Apa kebijakan atau | “Saya selaku Kepala KUA | Kepala KUA
dasar yang | sangat bersyukur dengan | Kecamatan
dipergunakan dalam | relah  adanya  aplikasi { Malinau Kota
mengimplementasikan | SIMKAH ini, yang secara
sistem Informasi | perlahan dan pasti harus
Manajemen Nikah | dan bahkan wajib
atan SIMKAH dalam | dipergunakan dan
memberikan diterapkan oleh seluruh
pelayanan kepada | KUA di Indonesia,
masyarakat di KUA , | termasuk juga kami yang
sudah berjalan atau | berada di ujung
telah diterapkan ?. perbatasan Indonesia ini.
Hal ini sesuai dengan
Intruksi Direktur Jendral
Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor DJ.II/369
1 Tahun 2013  Tentang
; Penerapan Sistem
Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) pada
KUA Memang sudah
eranya saat ini

254




43317.pdf

aplikasi ini dengan baik
sesuai dengan sosialisasi
yang diberikan dan ilmu
yang Kami terima saat
studi  banding ke KUA
lainnya beberapa tahun
silam yang telah lebih
dahulu menjalankan dan
menggunakan aplikasi
SIMKAH ini.{ Wawancara
dengan  Kepala  KUA
Kecamatan Malinau Kota
pada hari Rabu, 12 Juli
2017).

“ Saya rasa,.. Kebijakan
yang lelah diambil oleh
Kementerian Agama Pusal,
dalam hal ini melalui
Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam atau
Bimas Islan sangat tepat.
Karena sudah tidak jaman
dan masanya lagi
pelayanan public itu terus
menerus jalan ditempat
dan  tidak  mengikuii
perkembangan jaman.
Aplikasi  SIMKAH  ini
menurut Saya sangat bagus
diterapkan di KUA, Saya
berharap agar semua
sector dan lini yang berada
di Kementerian Agama ,
khususnya di Bimas Islam
Kabupaten Malinau dapat
meningkatkan sarana dan
perhatian lebih lagi kepada
Kami yang berada di
masyarakat, sehingga
Kami pun dapat melayani
masyarakal dengan lebih
baik dan prima lagi.Saya
menyakini, kedepannya
masih banyak lagi aplikasi
semacam Ini yang terus
dikembangkan , seperti
yang dikelola Bimas Islam
saat ini vakni SIMZAT,

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Utara
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SIWAK,SIMPONI, dan lain
sebagainya.Yah  harapan
kita bersama begitulah pak
. (( Wawancara dengan
Kepala KUA Kecamatan
Malinau Kota pada hari
Rabu, 12 Juli 2017).

“ Saya terima kasih telah
dikunjungi oleh Bapak
Peneliti yang melakukan
penelitian di Kantor Saya
berkenaan dengan apa
yang Bapak tanyakan
yakni  tentang Aplikasi
SIMKAH. Memang Saya
telah lama mendengar
tentang Aplikasi ini dan
sudah mendapatkan surat
dari Kementerian Agama
Kabupaten Malinau dari
seksi Bimas Islam dan
bahkan tahun 2015 yang
lalu segera untuk
menjalankan atau
menerapkan aplikasi
SIMKAH ini. Dalam hal
ini pak, bukannya Kami
tidak mau menjalankan
aplikasi yang baik ini,
namun jika melihat dari
kondisi dan situasi yang
Kami alami di Kecamatan
Mentarang ini, mungkin
Bapak juga tahu fan,
Jumlah penduduk Muslim
di Kecamatan ini saja
sangat  sedikit , boleh
dikatakan sekitar sekitar
100 orang lah untuk
semua golongan  umur
atau usia. Coba Bapak
bayangkan saja, peristiwa
nikah  di  Kecamatan
Mentarang  ini  boleh
dikatakan hampir setiap
bulamya tidak ada yang

Kepala
Kecamatan
Mentarang

KUA

256




43317.pdf

menikah, kalau ada yang
menikah yah semangat
Jjuga kita Pak, jadi selama
1 tahun itu disini yah ..
paling antara 1 sampai 3
orang lah pak. Jadi
menurut Kami penerapan
Aplikasi  SIMKAH  di
daerah Kami ini belum
waktunya, karena lebih
mahal beli sarana dan
prasarananya  ketimpang
manfaatnya bagi Kami,
moga-moga lah kedepan
Aplikasi yang bagus ini,
bisa diterapkan  disini
secara online, akan tetapi
Jika ofline juga tidak
masalah. Begitu pak kira-
kira  tanggapan Kami

terhadap pertanyaan
bapak kepada Kami.(
Wawancara dengan

Kepala KUA Kecamaran
Mentarang, 14 Juli 2017).

“Menjawab apa yang Bapak
lanyakan ,  lebih  lanjut
lerhadap pertanyaan Bapak,
terhadap implementasi atau
benerapan Aplikasi SIMKAH
ni di KUA, Saya selaku
bperator sangat  bersyukur
vekali, bagaimeana tidak, jika
sebelum adanya SIMKAH
ni, begitu banyak dan tidak
efektifitya dalam
bengadministrasian atau
vembukuan yang dilakukan
dalam hampir setiap hari
bernikahan, baik
pencatatannya maupun
ceamanan  arsif  tersebu,
belum lagi dalam status
vang akan menikah sangat
sulit dideteksi, apakah yang
bersangkutan berstatus

Operator
SIMKAH KUA
Kecamatan
Malinau Kota
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verjaka atau duda dan
begitu juga perawan alau
landa, namun dengan
?danya Aplikasi  ini, Kami
merasa  terbantu,  tidak
begitu lama untuk Kami
memeriksa berkas, Kami
sudah  mengetahui  status
ralon pengantin  tersebut,
hahkan ~dalam pencetakan
buku atau akta nikah pun,
vami  tidak perlu lagi
menulis  dengan  tulisan
fangan, tetapi secara
btomaltis dalanya  sudah
terketik rapi sesuai dengan
formulir model N yang telah
disiapkan dan Kami
si.Tentang standar atau
dasar ~ hukumnya  saya
curang mengetahuinya pak,
tu yang lebih paham Kepala
ntau  Pimpinan Saya Pak.(
Wawancara dengan Ibu Sri
Pufiati, Juli 2017)

Alhamdulillah, saat  ini
anda menanyakan lentang
Aplikasi  SIMKAH yang
dipergunakan pada KUA-
KUA untuk  pelayanan
public di bidang
pernikahan.Setiap Aplikasi
atau  sefenismya  yang
dibuat, tentunya adalah
untuk memberikan manfaat
atau  kemudahan  bagi
sipenggunanya aiau siapa
pun dia yang memang
diberikan  mgas  untuk
mempergunakan alat
tersebut. Seiring dengan
tuntutan masyarakat uniuk
segera dapat dilayani
dengan cepat, akurai,
murah, transparans, dan
tidak  _memakan  waktu

Kasi Bimas Islam
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten
Malinau
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lama, Kami rasa Aplikasi

SIMKAH  ini  adalah
Jawaban  atas  semua
pertanyaan dan keinginan
masyarakat maupun pihak
KUA dan in stansi terkait
ataupun juga masyarakat
yang  dilayani.  ITtulah
mengapa Dirjen  Bimas
Islam memberikan intruksi
ferkait hal ini. FEksistensi
sarana ini, fentunya akan
memberikan warna dan
nilai lebih kepada semua
strata social dan siake
holder terkait. Kedepannya
tentu Kementerian Agama,
dalam hal ini Bimas Islam,
akan mempergunakan
Aplikasi ini dengan
melakukan MOU dengan
pihak  Dinas  Dukcapil,
Kecamatan dan  Desa
dalam  satu  Aplikasi
bersama, dimana server
dari SIMKAH ini akan
terkoneksi dengan pihak
lain- atau pihak ketiga,
sebagai contoh adalah
pithak  Dinas  Dukcapil,
misalnya ketika dilakukan
pengecekan NIK  KTP
calon pengantin, maka
secara otomatis disana
akan terbaca status yang
bersangkutan, sudah nikah
apa belum, sudah kawin
apa belum, sehingga akan
mencegah yang
bersangkutan dalam
pernikahan  kedua dan
seterusnya secara tidak
resmi atau berpoligami
namun tidak sesuai dengan
aturan yang ada. Dengan
demikian, begitu banyak
manfaat  dari  kebijakan
dari Kementerian Agama
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dalam inovasi Aplilasi
SIMKAH ini dalam
memberikan pelayanan

terbaik dan prima kepada
semua sector dan jajaran
terkait. Kami berharap ,
temtu ada kelemahan yang
terdapat pada Aplikasi ini,
sehingga kedepannya lerus
akan disempurnakan
menjadi lebih baik lagi.( .(
Wawancara dengan
Kepala Seksi Bimas Islam
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, pada
tanggal 18 Juli 2017).

Apakah dalam
melayani masyarakat
dilingkungan KUA
Kecamatan, sudah
mempergunakan
Standar Operasional
Prosedur ( SOP ) yang
telah ditetapkan KUA
setempat?

Apakah dalam
pelayanan yang
dilakukan, Standar

Operasional Prosedur
( SOP) tersebut masih
relevan dan sesuai
dengan keinginan
masyarakat setempat?

o

Dalam setiap layanan
saar sekarang ini, bahkan
pelayanan yang dilakukan
sebelumnya pun pasti lah
menggunakan SOP, namun
berbeda dari tahun ketahun
yang  dilakukan  dan
diterapkan kepada
masyarakat. Mengapa SOP
itu harus diterapkan dan
ditentukan, karena Standar
operasional prosedur itu
sendiri merupakan
pedoman alau acuan untuk
melaksanakan tugas suatu
pekerjaan  sesuai  fungsi
dan alat penilaian kinerja
berdasarkan indikator-
indikator teknis,
administratif dan
prosedural sesuai dengan
tata kerja, prosedur kerja
dan sistem kerja pada unit
kerja yang bersanghutan.
Standar operasional
prosedur Juga
mendiskripsikan lebih rinci
tentang  langkah-langkah
yang  harus  dilakukan
seseorang  dalam  alur

Kast Bimas Islam
Kantor
Kementerian
Apama
Kabupaten
Malinau
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kegiatan tertentu dalam
organisasi, tidak hanya
berkaitan dengan tugas
dan  tanggung  jawab
secara  deskripsi  dan
mandiri, tetapi  juga
berhubungannya  denga
Jungsi-fungsi dari
pelaksanaan tugas dalam
hal  pelayanan  kepada
masyarakat.Jika SOP itu
bias singkat, jelas, mudah
dan murah serta ftidak
membingungkan
masyarakat yang dilayani
itu bagus dan tentu
berpihak kepada
masyarakat. .( Wawancara
dengan Kepala Seksi Bimas
Islam Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, pada
Juli 2017).

“Ya betul, memang dalam

memberikan layanan
pernikahan kami
menerapkan SOP  yang
juga tentu sudah

mendapatkan  persetujuan
dari pihak dilingkungan
Kementerian Agama dan
pihak KUA, seperti yang
Bapak lihat itu ada di
dinding KUA Kami, selain
bentuk tulisan SOopP
dikertas, juga ada banner
yang diberikan oleh Kantor
Wilayah Kementerian
Agama Provinsi
Kalimantan Utara, pada
prinsifnya SOP yang Kami
buat dengan SOP dari
Kanwil Kementerian
Agama tersebut tidak jauh
beda,  substansi  dan
maksudnya sama saja. .(
Wawancara dengan

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Kota
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Kepala KUA Kecamatan
Malinau Kota pada hari
Rabu, 12 Juli 2017).

Bagaimanakah
pendapat
Bapak/Ibu/saudara
dengan pelayanan

pendaftaran nikah di
KUA , apakah sudah
cukup baik dan
memuaskan
masyarakat ?

“Sejak pendaftaran awal
Kami datang ke Kantor
KUA untuk menanyakan
apa sgja persyaralan yang
harus Kami penuhi, dari
pihak  KUA dengan
pelayanan  yang  baik
memberikan Kami
beberapa lembar kertas
yang saya lihat ternyata
kertas it berupa formulir
kosong yang harus Kami
isi, karena didalamnya
menyangkut data-data
calon pengantin dan data
keluarga Kami berdua.
Dari alur Masalah
persyaraian dan prosedur
yang  Kami  tanyakan
kepada pihak  KUA
menurut Kami tidak begitu
menyulitkan, yang penting
kelengkapan yang
diperlukan sudah lengkap
sehingga Kami tidak bolak
balik . Kami kira sudah
cukup baik prosedur dan
pelavanan yang diterapkan
oleh pihak KUA seperti
apa namanya yang dicetak
didinding im kata orang
spanduk kah yah seperti
itulah, bagus bagus lagi
Jjelas tulisannya.(
Wawancara dengan calon
pengantin  pria, Daniel
Jajar Bin Yamin, Juli 2017
)

Calon Pengantin

Bagaimana  menurut
Bapak/Saudara, apakah
dengan diterapkannya

“Ya , berul itu, saya setuju
bahwa yang namanya
sumber daya manusia

Kasi Bimas Islam
Kantor
Kementerian

262




43317 .pdf

SIMKAH ini, sumber
daya manusia  yang
mengaplikasikannya

telah siap dan mampu ?

merupakan sumber dava
organisasi yang paling
penting dibanding
berbagai sumber daya
organisasi lainnya, seperti
modal, peralatan,
teknologi, dan sebagainya.
Sumber daya manusia
dilkatakan paling penting
bagi organisasi karena
hanya  sumber  daya
manusia  yang mampu
menggerakkan sumber
daya organisasi lainnya,
sehingga kegiatan suatu
organisasi  dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
Dengan lkata lain tidak
terjadi pemborosan dalam
pelaksanaan kegiatan
operasional  organisasi.
Sumber daya manusia
yang mampu
menggerakkan  berbagai
sumber daya organisasi
adalah  sumber daya
manusia yang berkualitas
baik. Hal ini dapat
diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan,
study banding dan
kegiatan mendukung
peningkatan kualitas
lainnya.  Kualitas dan
kemampuan pegawai juga
sangat dipengaruhi oleh
lingkungan kerja, motivasi
kerja, etos kerja,
kemampuan fisik. Dengan
demikian, pengembangan
sumber daya manusia
sangat dibutuhkan oleh
suatu  organisasi dalam

turut mewnjudian
berhasilnya suatu
organisasi dalam
memberikan  pelayanan
public.( Wawancara

Agama
Kabupaten
Malinau
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dengan Kasi Bimas Islam,
21 Juli 2017).

“ Ya, terima kasih atas | Kasi Bimas Islam
pertanyaan saudara, dalam | Kantor

hal "bagaimana keadaan | Kementerian
Sumber Daya Manusia | Agama

yang saat ini melayani | Kabupaten
masyarakat di KUA-KUA | Malinau

di Kabupaten Malinau
dalam upava untuk
mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan  dari
atasan.  Dalam  suatu
organisasi yang bergerak
dibidang pelkayanan
public seperti KUA ini,
pelayanan  tersebut tidak
akan berhasil dengan baik
dan lancar tanpa adanya
dukungan dari sumber
daya manusia yang
memiliki  kualitas  dan
kuantitas vang memadai.
Kualitas  sumber daya
manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikasi,
profesionalitas, motivasi,
etos kerja, dan kompetensi
di bidangnya, sedangkan
kuantitas berkaitan dengan
jumlah  sumber  daya
manusia apakah sudah
memadai  apa  belum.

sumberdaya manusia
sangat menentukan
terhadap capaian
keberhasilan dari suatu
implementasi yang

direncanakan, sebab tanpa
sumber dava manusia
maka akan menghambat
dan mempengaruhi
implementasi yang sudah
dibangun.Dalam hal
sumber daya manusia yang
berada di KUA tersebut
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berikut akan saya rincikan

yakni :
' Jumlah Kepala KUA se-
Kabupaten Malinau

sebanyak 3 orang yakni
Kepala KUA Kecamatan
Malimau Kota dijabat oleh
H Umar May, S. Ag,
Kepala KUA Kecamatan
Malinau Utara saat ini
diamanahkan kepada H.
Kuri Alkan, S. Ag yang
telah menjabat selama 6
tahun, sedangkan Kepala
KUA Kecamatan
Mentarang dalam kurun
waktu 3 tahun ini di jabat
oleh Yusran, 8. HI.
Sedanghan Penghulu baik
yang fungsional maupun
non fungsional saat ini
berjumlah 4 orang yakni :
Yusran, S. HI ( sekaligus
merangkap sebagai Kepala
KUA dan penghulu di
Kecamatan Malinau Kota),
Itham, S. Ag ( KUA
Kecamatan Mentarang ),
Solahuddin Al- Ayyuby, S.
HI dan Arbain, S. HI (
KUA Kecamatan Malinau
Utara).

Staf atau Jjabatan
Sfungsional  tertentu  dan
umum adalah sebanyak 5
orang termasuk pegawan
tidak tetap atau honorer.
Selain itu  juga sumber
daya manusia lainnya yang
dimilii KUA  adalah
Penyuluh Agama Islam
PNS yang berjumlah 1
orang, sedangkan yang
Non PNS sebanyak 24
orang. Tentunya jumlah
SDM tersebut diatas tidak
sesuai dengan  struktur
organisasi maupun
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kebutuhan dilapangan
dalam melayani
masyarakat, namun
demikian hal  tersebut
bukanlah merupakan batu
sandungan dan halangan
dalam melayani
masyarakat ( Wawancara
dengan Kasi Bimas Islam,
28 Juli 2017 ).

(24

Memang betul pak,
bahwa untuk saat ini,
sumber daya manusia yang
berada di KUA kecamatan
Malinau Kota , bahkan
yang menjabat sebelumnya
juga , merasakan adanya
kekurangan SDM. Dengan
jumlah penduduk Muslim
yang hampir 15.000,- jiwa
, Sementara Kami di KUA
ini hanya sebanyak 3
orang, yah , [lentulah
merasakan sekali
hurangnya SDM dimaksud,
memang idealnya  pak,
kalau menurut hitungan
Kami adalah sebanyak 9
orang PNS atau Aparatur
Sipil Negara , namun sejak
adanya moratorium  di
hampir semua lembaga
dan kementerion, maka
hampir selama 7 tahun di
KUA ini tidak ada
penambahan pegawai,
cukup miris  juga sih,
namun mau diapai lagi,
inilah kondisi yang harus
Kami hadapi_.. jadi
terhadap pelayanan
kepada  masyarakat di
Malinau kota ini, teniu
berpengaruh pak, apalagi
Jika waktu tertentu yang

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Kota
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orang bilang musim nikah,
maaf  bukan saja ada
musim buah, musim nikah
rupanva ada juga biasanya
itu fterjadi setelah lebaran
idul fitri dan lebaran haji
dan musim pada bulan
lainnya juga, nah , kalo
sudah begini kita
dibuamya sibuk don ekstra
bekerja, namun untungnya
kila sudah memiliki
aplikasi yang namanya
SIMKAH, sehingga dapat
terbantu  jjuga  pak,
pekerjaan menjadi ringkas
dan cepat. ( Wawancara
dengan  kepala  KUA
Kecamatan Malinau Kota,
31 Juli 2017 ).

“ Betul itu pak, .. SDM | Operator

yang ada di KUA ini | SIMKAH KUA
sangal  minim  sekali, | Kecamatan
sehingga Kami bekerja | Malinau Kota
Juga ekstra kerja keras dan
merangkap pekerjaan. Hal
ini  dilakukan, yvah
memang tidak ada pilihan
lain, tidak mungkin Kami
meminjam tenaga lain,
atau mendaangkan alau
menyewa tenaga konfrak
atau honor, karena
memang alokasinya tidak
ada dan aturan iftu juga
lidak boleh oleh atasan
Kami, mau menggaji pake
apa nanti orang
tersebut. Namun bagaimana
pun, Kami letap harus
melayani dan mengabdi
kepada negara, karena itu
sudah janji dan sumpah
Kami sebagai PNS, syukur
nya juga pak, dengan
adanya aplikasi SIMKAH
dalam lurun wakme 4
tahunan ini,
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pekerjaan  Kami  cukup
terbantu  dan  menjadi
ringkas, Jadi ada
penghematan tenaga dan
waktulah pak, kalo tidak
ada SIMKAH ini, waduh,
berat juga pak, sirees deh
Kami.( Staf dan Operator
Simbkah, Juli 2017 )

i

Terima kasih pak,
memang betul bahwa SDM
yang ada di KUA Malinau
Utara ini dirasa kurang,
namun tidak  sekurang
KUA lain, di Malinau
Utara ini, ummat Muslim
yang dilayani lebih banyak
dari  kecamalan  lain,
karena disini  mayoritas
umatmya  muslim,  jadi
tentunya  aktifitas  dan
rutinitas  keagamaan  itu
juga lebih padat selain
pernikahan. Untungnya

personil yang Kami miliki
sudah bisa menghandel
dan  membakup  setiap
kegiatan yang diminta oleh
masyarakat disini, walau
jumlah  Kami  sedikit
banyak dari KUA lainnya,
namun  kendala  Kami
disini, sarana prasarana
yang  masih kurang,
termasuk  juga aplikasi
SIMKAH disini belum bisa
dimaksimalian, sudah
beberapa tahun ini terjadi
kerusakan, sehingga
pencetakan  buku  nikah
hanya melalui penulisan
tangan, tidak dicetak di
printer SIMKAH, semoga
kedepannya ada perhatian
dari _atasan Kami untuk

Operator KUA
Kecamatan
Matinan Utara
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segera menggantikan
sarana dimaksud Kami
kira begitu pak, tanggapan
Kami. ( Wawancara
dengan Operator  KUA
Malinau Utara, Juli 2017).

43

Memang betul pak,
Bapak bisa melihat sendiri
kan, kondisi kantor dan
SDM yang Kami miliki,
saat ini  Kami hanya
berdua saja, walau secara
administrasi  di  kantor
KUA ini, Kami berdua,
namun terkadang Kami
harus ke Kota juga, karena
Kami  juga  sekaligus
penghulu di Malinau Kota,
namun syukurnya karena
Jumlah umat Muslim disini
sedikit dan  minoritas,
walau dengan jumlah Kami
hanya berdua saja, heban
yang Kami emban tidak
begiru  berat,  aktifitas
keagamaanatau

masyarakat  yang akan
menikah  disini  sangat
terbatas  sekali  dalam

sebulannyua, bahkan
terkadang  tidak  ada,
sehingga tidak
memusingkan Kami dalam
melayani masyarakat

disini, jadi Kami hanya
focus kepada persoalan
aktifitas agama lainnya
saja, seperti majelis taklim,
sholat jumat,dan kegiatan
hari besar islam lainnya
saja. Dan juga untuk
sarana perkantoran juga
Kami tidak begitu
dipusingkan, namun yang
disayngkan, peralatan
SIMKAH, baik printer dan

Kepala
Kecamatan
Mentarang

KUA
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CPUnya  sertaperangkat
lainnya menjadi
menganggur atau tidak
terpake.{ Wawancara

dengan  Kepala  KUA
Kecamatan Mentarang, 4
Agustus 2017 ).

Apakah dalam hal
penerapan atau
implementasi

SIMKAH ini, seluruh
instansi yang terkait
atau yang akan
menjalankan SIMKAH
im , mereka sudah
mengerti dan paham
terhadap kebijakan ini

dan sudah
dikomunikasikan
dengan petugas
dilapangan ?

“ Sebenarnya begini yah

pak  untuk penerapan
aplikasi  SIMKAH  itu
sudah Jjauh hari

disampaikan oleh Kami
kepada para Kepala KUA
dan Operator, bahkan
Kami sudah membawa
mereka untuk  studi
banding ke tempat yang
telah lebih dulu untuk
menerapkan aplikasi
SIMKAH  ini, namun
setelah beberapa waktu
berjalan, ternyata mereka
belum juga secara akitif
menjalankan atau
mengimplementasikan

SIMKAH itu, padahal
peralatan  atau  sarana
telah Kami  sediakan,
dalam kenyataanya
mereka masih menunggu
arahan dan tindakan lebih

lanjut dalam
mengoperasikan  sarana
tersebut, ternyata ada hal
yang tidak
dikomunikasikan dengan
baik, sehingga terjadi

saling menunggu diantara
kedua belah pihak Hal ini

terjadi  karena kurang
bailnya komunikasi
dilapangan sehingga
dapat mengganggu

pelayanan dan kebijakan
yang telah dibuat. Boleh
Kami katakana bahwa

Kasi Bimas Islam
Kantor Kemenag
Kabupaten
Malinau
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konumikasi begitu amat
pentingnya dalam situasi
dan  kondsi  apapun.(
Wawancara dengan Kasi
Bimas Islam, 3 Agustus
2017).

“ Begini pak, Sayva disini
sebagai  kepala  KUA
Kecamatan Malinau Kota
awal tahun 2014,
sedangkan sepengetahuan
Saya, SIMKAH ini sudah
disampaikan untuk
diterapkan  tahun 2013
semenjak Saya masih di
KUA Mentarang, sehingga
Saya rasa himbauan atau
perintah  penerapan  ini
sudah ada, karena
operator yang ada di KUA
ini yang lebih dulu bekerja
daripada  Saya  sudah
bekerja menerapkaon
SIMKAH ini, barangkali
surat itu sudah ada di arsif
Pak, namun hal ity bukon
sesuatu yang harus di
persoalkan, yang jeias
SIMKAH ini harus fterus
berjalan dan
dikomunikasikan - dengan
baik  “( TANGGAL 9
Agustus 2017 )

“ Dalam hal ini Kami
sudah menerima arahan
dan surat untuk
menjalankan aplikasi
SIMKAH ini , namun
memang operator Kami
yang belum begitu
menguasai  aplikasi  ini,
dikarenakan operator yang
lama berpindah tugas atau
dimutasikan ke  Kantor
Kemenrerian Agama
Kabupaten Malinau,

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Kota

Kepala KUA
Kecamatan
Malinan Utara
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sehingga yang
bersangkutan dalam 1ahap
belajar, syukurnya saat ini
sudah lumayan menguasai
, karena Kami telgh
membawa operator dan
staf lainnya unwmk belajar
di  luar Malinau, akan
tetapi saat ini terkendala
dengan sarana yang belum
oftimal. ( tanggal 10
Agustus 2017 )

Siapa sajakah yang
turut seria membantu
dalam proses
permmikahan i, dan
pendaftaran  hingga
selesai ~ pernikahan,
baik langsung maupun
tidak langsung,
instansi mana saja
yang turut membantu
atau pihak lainnya
selain KUA?

“ Memang betul itu pak,
dalam  suatu  proses
pernikahan hingga
pernikahan  itu  selesai,
disini memang banyak
pihak-pihak  yang  turut
serta didalamnya baik
langsung  maupun tidak
langsung, misalnya saja
dalam pengurusan berkas
pernikahan, secara
procedural itu dimulai dari
lingkat terendah yakni
dimana dia- tinggal atau
berdomisili yakni Ketua
RT, setelah mendapatkan
berkas dari RT, ftentunya
calon  pengantin  akan
mengurus berkas ke Kantor
Desa setempat, lanjut ke
Kecamatan arau Kantor

Camat, setelah  semua
berkas dinyatalkan
lengkap, maka  yang

bersanghutan kembali lagi
ke kantor KUA, dari sini
saja sudaoh dapat dilihat
bahwa sudah ada 4
instansi yang berbeda yang
turwt serta ikut dalam
melayani masyarakar.(
Wawancara dengan
Kepala KUA Malinau
Kola, 3 Agustus 2017 ).

Kepala KUA
Kecamatan

Malinan Kota
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“Dalam hal yang terlibat
dalam pernikahan ini,
Kami kira banyak pak,
ada beberapa institusi
yang terkait dan
memegang peran dalam
proses pernikahan
tersebut, tarohlah , missal
dia mau nikah, ftentu
syaratnya harus punya
KTP, nah disini sudah
harus berhubungan
dengan Dinas Dukcapil,
sebelumnya tentu yang

bersangkutan sudah
berurusan di level
dibawahnya yakni

Kecamatan, desa dan RT.
Tentu ini belum selesai,
masih banyak tempat yang
mesti dia datangi, hingga
urusannya selesai.Jadi
pak, untuk urusan ini saja,
sudah banyak unsur yang
ikut berperan didalamnya
dan memang masalah
pernikahan ini
mendapatkan  perhatian
serius dari negara dan
masyarakat dan pemerhati
atau  kelompok  strata
social lainnya.(
Wawancara dengan
Kepala KUA Kecamatan
Malinau Utara, 4 Agustus
2017 ).

Kepala KUA
Kecamatan
Malmau Utara

*  Retul sekali Pak,
memang dalam urusan dan
proses  pernikahan dan
pelayanan public kepada
masyarakat bersangkutan
dengan pernikahan ini,
banyak sekali pihak-pihak
yang “  ikut bermain”

Kasi Bimas Islam
Kantor Kemenag
Kabupaten
Malinau
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didalamnya, termasuk pula
stakeholder yang
memegang peran serta
dari posisi pelayan yang
terendah, katakanlah Ketua
RT, hingga yang paling
tinggi yakni Presiden., baik
yang secara langsung
maupun langsung, baik
yang mendapatkan
keuntungan Sfinansial
maupun jasa dan  gaji.
Begitu heterogennya yang
ikut mewarnai dalam hal
pernikahan ini, sehingga
paving hukum dan
kebijakanmya pun sudah
Jjelas dan kuat pula. Coba
saja  dibayangkan  jika
persoalan pernikahan tidak
ditangani dengan baik dan
dilindungi oleh hulum dan
aturan yang kuat dan ketat,
tentu negara akan
menanggung  konsekuensi
dan dampak yang luar
biasa, bahkan di
masyarakar Ssendiri, akan
menimbulkan

permasalahan yang
heferogen pula Jadi
memang persoalan
pernikahan harus

mendapatkan  perhatian
Serius kita Semua, Serta
ditangani dengan
manajemen dan
professional yang tinggi
pula, disinilah pemeringtah
serius dalam membuatkan
payung  hukum  dan
peraturan serfa dengan
memikirkan secara baik
pelayanan didalamnya,
salah  satu  didalamnya
adalah dengan
menggunakan aplikasi
SIMKAH atau kedepannya
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dengan aplikasi yang lebih
canggih dan modern lagi,
semoga mendapatkan
perhatian  kita semua. (
Wawancara dengan kosi
Bimas Islam, 7 Agustus
2017 ).

Apakah factor
ekonomi, social atau
politik ikut mewarnai
persoalan pernikahan
ini dan  adakah
pengarvhnya terhadap
pernikahan di KUA 7

“ Saya kira kondisi
perekonomian dan social
maupun  polittk  ada
pengaruhnya terhadap
suatu  pernikahan atau
peristiwa nikah tersebut,
namun  sifanya  tidak
mutlak, karena pernikahan
itu tidak hanya ditentukan
oleh ekonomi seseorang
dan status social saja,
banyak. factor dan sector
yang  turut  berperan
didalamnya, termasuk
pendidikan dan pergaulan
serta yang lainnya”. |
Wawancara dengan H.
Kuri Alkan, S. Ag, 4
Agustus 2017 )

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Utara

* Memang sih, kondisi
ekonomi  dan  social
masyarakat  juga akan
mempengaruhi  terhadap
pernikahan di KUA, namun
bukan factor dominan,
karena di Malinau Utara
ini kalau Saya lihat,
banvak calon pengantin
yang ekonominya lemah
dan sedang saja, tetapi
telah melangsungkan
pernikahan, status
sosialnya juga biasa saja ,
apalagi status politiknya
tidak ada sama sekali
karena hubungan statusnya
sudah cocok dan

Penghulu KUA
Kecamatan
Malinau Utara
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menganggap dirinya sudah
dewasa, sehingga mereka
pun melangsungkan
pernikahan” ( Wawancara
dengan Arbain, S. HI, 8
Agustus 2017 ).

“ Kalau disini  pak,
masalah status social dan
ekonomi  selain  factor
agama, menjadi
pertimbangan dalam
melangsungkan
pernikahan,

didaerah ini
kebanyakan umat
muslimnya banyak juga
keturunan muallaf dan
kehidupan ekenominya
pas-pasan, Ssehingga jika
ada seorang pria yang
akem  melamar, maka
kondisi  ekonomi  juga
menjadi  perhatian dan
pertimbangan, disamping
soal perasaan juga sih
pak.”( Wawancara dengan
Ilham, S. Ag , Juli 2017 ).

karena
Kami

Penghulu KUA |
Kecamatan
Mentarang

Apa saja hambatan
dilapangan atau
dilingkungan kerja
Bapak/Ibu/Sandara
terkait penerapan
SIMKAH dalam
pelayanan pemtkahan
sehari-hari , apakah
terus menerus
mengalami
peningkatan sistem dan
perbaikan sistem dari
aplikasi yang telah ada
, atau sebaliknya?

“  Kami
langsung  Kepala
beserta

selaku atasan
KUA
Jajaranma,
berharap dan
menginginkan agar
aplikasi SIMKAH ini dan
yang fterkait dengan itu
bisa dengan baik
diterapkan di level KUA
yang ada di Kabupaten
Malinau, berbagai upayva
dan usaha telah Kami
lakukan, agar pelayanan
dengan menggunakan
aplikasi SIMKAH ini dapat
berjalan dan dilaksanakan
dengan terus  menerus,
namun__ saat  ini Kami

Kast Bimas Islam
Kemenag Kab.
Malinan
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melihat dilapangan, masih
tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan , dalam
hal ini Kami perlu
mengevaluasi kedepannya
agar hal ini dapat berjalan
dengan baik dan sesuai
dengan keinginan
berssama.”( Wawancara
dengan Kasi Bimas Islam,
9 Agustus 2017).

“.. Terkait SIMKAH ini
Pak, Kami menyadarinya
bahwa ridak  berjalan
sesuai  yang  dinginkan
atasan Kami di Kantor
Kemenag, dalam hal Ini
Kasi Bimas Islam, beliau
sering kali juga telah
memberikan motivasi dan
bimbingan maupun
mengajak kami melakukan
studi  banding  keluar
daerah Malinau, namun
dengan kondisi sumber
daya dan sarana serta
dana, maka belum
sepenuhnya dapat Kami
laksanakan, tentu dalam
waktu  berikutya akan
Kami  usahakan  dan
upayakan bersama dengan
staf lainnya... ( Wawancara
dengan  Kepala  KUA
Kecamatan Malinau Koua,
8 Agusius 2017 ).

Kepala
Kecamatan
Malinau Utara

KUA

o

Ya Pak Kami juga
menyadari, bahwa selaku
pelaksana  dilapangan
memang sudah tugas Kami

dalam menjalankan
program dari pusat ini
terkair SIMKAH, namun
belum  sesuai  dengan

harapan, oleh karena itu
Kami mengusulkan kepada

Kepala KUA
Kecamatan

Malinau Kota
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Kasi Bimas Islam untuk
menambah pegawai yang
sangat kurang
dilingkungan kerja Kami,
namun dengan moratorium
yang sudah hamper 7
tahun ini, tidak ada
penambahan ] pegawai

pun di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Malinau, malah  ada

beberapa pegawai Kami
yang berkurang, apakah
karena pensiun maupun
meninggal dunia  dan
dimutasikan ke tempat lain
keluar daerah Malinau, hal
ini juga turut berpengariuh
terhadap layanan Kami di
lapangan ‘. (
Wawancara dengan
Kepala KUA Kecamatan
Malinau Kota , 18 Agustus
2017 ).

Apakah dalam
mengimplementasikan
SIMKAH ini, Bapak/
Saudara beserta
seluruh  jajaran  di
KUA maupun Bimas
Islam telah melakukan
upaya dan usaha
bersama dalam
peningkatan
pelayanan public di
KUA ?

* Menurut Saya,.. dalam
hal sikap Saya selaku yang

meneruskan hasil
kebijakan atasan  Saya
yakni  Kepala  Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau,
sebagai perpanjangan
tangan Kementerian

Agama Pusar , memiliki
rasa tanggung jawab untuk
melaksanakan  sosialisasi
aplikasi SIMKAH ini untuk
dapat dijalankan  atau
diaplikasikan pada jajaran
dibawah Saya yakni KUA

Kecamatan, karena
menurut  Sava, begiutu
pentingnya  aplikasi  ini,

sehingga harus serius di
berdayakan di KUA, tentu
Saya berharap juga kepada

Kasi Bimas Islam
Kemenag
Kabupaten
Malinau
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KUA secara loyal dan
bersemangat untuk | Kepala KUA
mensosialisasikan dan | Kecamatan

menerapkan hal ini kepada | Malinau Kota
masyarakat... selama ini
Saya perhatikan jika ke
KUA, memang  belum
sesuai dengan kehendak
yang  diinginkan,  ini
menjadi  ewaluasi  Saya
kedepannya nanti, kalau
kita kurang serius dan
memiliki tekad yang huat
melaksanakan ini, hasilnya
Saya kira kurang bagus
juga, jika respon yang
dimiliki tidak baik, tentu
hasil yang diharapkan juga
akan kurang baik, Saya
kira demikian apa yang
dapat Saya berikan perihal
pertanyaan yang
diberikan... “(Kasi Bimas
Islam, 15 Agustus 2017 ).

“ Kami selaku pelaksana
kebijakan dilapangan tentu
merasa  juga  memiliki
tanggungjawab  terhadap | Kepala KUA
kebijakan atau tugas dan | Kecamatan
Jungsi  yang  diberikan | Malinau Utara
kepada Kami, melalui
atasan Kami, selama ini
Kami menyadari pak |
bahwa apa yang Kami
berikan  belum  begitu
memuaskan bagi semua
pihak  bahkan  hingga
atasan Kami, namun hal
ini juga sudah diketahui
oleh atasan Kami, bahwa
SDM yang ada di KUA
yang Kami Pimpin ini
sangar terbatas dan tidak
ideal menurwt  Kami,
dengan Kami  hanya
bertiga  saja, namun
dengan wilayah yang luas
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dan jumiah  penduduk
Muslim  yang begitu
banyak, tentu tidak
seimbang dan rasional
menurut  Kami, walau
secara kedinasan Kami
berupaya pak untuk tetap
berupaya terus melayani
sesuaidengan visi dan misi
Kami, namun apa hendak
dikata, kondisi
dilapanagan berkata lain,
semoga dengan komunikasi
dan  koordinasi  Kami
nantidengan alasan,
bisnada jalan atau solusi
yang baik, terutama dalom
hal penambahan SDM di
KUA ini  Pak.”
Wawancara dengan
Kepala KUA Malinau
Kota, 16 Agustus 2017 )

“ Apa yang  Bapak
lanyakan itu memang betul
adanya..., seharusnya kita
sebagai bawahan tentulah
memahami  betul  apa
keinginan atasan Kami
pak, Kami juga merasakan
walau di KUA yang Kami
pimpin ini lebih banyak
personilnya dari yang lain,
namun apa yang Kami
berikan dan  kerjakan
belum  sesuai  dengan
keinginan atasan Kami, hal
ini tentu kualitas personil
yang Kami miliki terasa
kurang, termasuk
didalmnya juga motivasi
dan eros kerja , nah hal ini
tentu sangat berpengaruh
dan ikut mewarnai out put
dari suatu pekerjaan yang
diberikan, mungkin ada
semacam  beban  alau
apalah yvang dialami staf

Kepala KUA
Kecamatan
Malinau Utara
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Kami trersebur, baik
terhadap masalah keluarga
maupun  masalah  lain,
barangkali diperlukan
penyegaran di lingkungan
kerja Kami di KUA

Malinau Utara ini,
sehingga memberikan
nuansa yang lain,
bagaimana pak,

setujukah... ”( Wawancara
dengan  Kepala  KUA
Malinau Utara, Agustus
2017}

“ Terima kasih pak sudah
sowan dan bersilaturahmi
ke kantor Kami, ya pak,
kalo Bapak bertanya hal
tersebut, Saya  secara
probadi juga mengakui
akan hal itu, Saya merasa
terbebani  juga sih,
sebenarnya dengan tugas
dan 1anggungjiawab yang
diberikan kepada Saya,
yang - Saya rasakan,
memang cukup berar dan
kurang  Smya  kuasai,
ditambah beban lainnya
pak ai, semoga saja ada
mutasi dan roling kerjaan,
sehingga rekan Kami yang
lain yang lebih mampu bisa
bekerja dan mengambi]
alih  bagian  operator
SIMKAH ini..( Wawancara
dengan operator SIMKAH,
Sulistianio, Agustus 2017 )

Operator
SIMKAH
Malinau Utara

Penulis,

Iramsyah Noor
500896036
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